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Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntablitas 
pelayanan publik pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang 
diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang. Tipe penelitian yang digunakan bersifat 
deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti 
mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan 
masalah yang diteliti dan studi dengan menggunakan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas penyelenggaraan 
pelayanan pegurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten 
Pinrang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal belum sepenuhnya akuntabel dalam memberikan pelayanan. 
Hal ini dilihat dari prosedur/persyaratan yang masih berbelit-belit dan 
memberatkan masyarakat yang tentu akan berimbas pada waktu untuk 
menyelesaikan proses perizinan yang dibutuhkan, dan juga masih terjadinya 
praktek percaloan. Solusi pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya 
memberikan kemudahan kepada pengguna jasa karena seharusnya melalui 
mekanisme pelayanan perizinan yang lebih sederhana, regulasi yang tepat, 
ketepatan waktu serta pembiayaan yang wajar penyelenggaran pelayanan 
perizinan di Kabupaten Pinrang yang diterapkan di BP2TPM masyarakat merasa 
tidak ada lagi kebingungan dan kerumitan dengan mengikuti mekanisme/ 
prosedur yang telah ditetapkan.  
 
Kata Kunci : Akuntabilitas, tanggung jawab, pelayanan, SIUP 
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 Generally, this study aimed to analyze the accountability of public service 
the process for obtaining a Trading License (License) organized by the Integrated 
Licensing Service Agency and Investment (BP2TPM) in Pinrang. This type of 
study is descriptive based on case study, The technique of collecting data 
through observation is collecting data by direct observation, the object under 
study, where researchers conduct the interview question and answer directly to 
the informant related to the problem under study and the study by using 
qualitative analysis. 
 
the results of this study showed that accountability of service Trading 
License (License) organized by the Integrated Licensing Services and Investment 
in Pinrang has not been fully accountable in providing the service. Could be seen 
in the convoluted of procedures/requirements  and burden on citizens which 
would have an impact on the time of completing the necessary licensing process, 
and also the practice of brokering is still happen. Solution of service that have 
been given to the service user has not fully provide convenience because 
through the mechanism of licensing services simpler, appropriate regulation, 
timeliness and reasonable financing on the organization of the licensing service 
in Pinrang which has been applied in BP2TPM the citizens will feel no more 
confusion and complexity by following the mechanism/procedure that has been 
set. 
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I.1.  Latar Belakang 
Good governance adalah cita-cita yang menjadi visi setiap 
penyelenggaraan negara diberbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Secara 
sederhana, good governance dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur 
pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efesien, sistem 
pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggungjawab pada 
publik (Mas’oed dalam Pandji Sentosa, 2003:150-151) 
 Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama untuk 
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa 
dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan 
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara 
berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN (Agus Dwiyanto)  
Di dalam good governance itu sendiri terkandung beberapa prinsip-prinsip 
untuk menunjang pelaksanaan good governance. United Nation Development 
Program (UNDP) dalam Padji Sentosa (2008;122) mengklasifikasikan prinsip-
prinsip good governance menjadi 9 prinsip  yaitu: 
1. Prinsip partisipasi masyarakat 
2. Prinsip rule of law 
3. Prinsip transparansi 
4. Kepedulian terhadap masyarakat 
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5. Berorientasi kepada konsensus 
6. Prinsip kesetaraan 
7. Prinsip efektivitas dan efisiensi 
8. Prinsip akuntabilitas 
9. dan prinsip visi strategis.  
Salah satu prinsip terpenting dari yang telah disebutkan di atas adalah 
prinsip akuntabilitas. (Manggaukang:2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas 
merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik, demokratis dan amanah. Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas 
publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan 
segala kegiatan yang diamanatkan oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam 
melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk 
kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan 
saja.  
Akuntabilitas didefinisikan sebagai salah satu perwujudan kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Soedarmayanti, 
2004 ; 2-3) 
Tanggung jawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga 
pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat 
penting memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri tidak 
hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat. 
Akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana 
akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap 
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pemerintah. Jika akses dan saluran ini diberikan oleh pemerintah, maka sarana 
tersebut bisa dimanfaaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol. Akses 
dan saluran ini perlu diadakan oleh pemerintah agar semua kelompok 
masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan 
saluran tersebut. 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjadi acuan atau 
pedoman bagi seluruh aparatur Negara/pemerintahan di segala susunan 
pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menyelenggarakan; 
kepemerintahan yang akuntabel, pembangunan dan pelayanan kepada warga 
dan rakyatnya untuk tujuan kesejahteraan rakyatnya. Penyelenggara pelayanan 
publik, meliputi seluruh penyelenggara Negara dan pemerintahan sesuai dengan 
fungsi dan bidang tugasnya, lembaga independen yang dibentuk oleh 
pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik, dan masyarakat atau lembaga 
privat yang menyelenggarakan pelayanan (private goods), serta Badan 
Usaha/Badan Hukum yang bekerja sama dan/atau diberi tugas melaksanakan 
fungsi pelayanan publik. 
Lingkup Pelayanan Publik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat pada dasarnya bertujuan 
meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mengamanatkan kewajiban 
pemerintah untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan 
perintah, tugas, dan wewenang kepada seluruh aparatur Negara melaksanakan 
amanat untuk mensejahterakan rakyatnya, melalui penyelenggaraan 
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kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, dan perwujudannya adalah 
akuntabilitas pelayanan publik yang baik. 
Pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan dilakukan 
lebih efesien dengan tidak mengurangi dan mengubah pola pikir bahwa birokrasi 
menjadi lebih komersial, tetapi tetap pada upaya peningkatan pelayanan. 
Dengan profesionalisme aparat dan keberdayaan birokrasi, diharapkan akan 
mampu melayani tuntutan pelayanan sektor publik dalam hal kebutuhan 
masyarakat. (Pandji Santosa,2008:75) 
Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan bahwa; “Pelayanan 
Publik adalah Pelayanan Umum”, dan mendefinisikan “Pelayanan Umum adalah 
suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang 
memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga tercipta kepuasan 
dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang 
dan jasa”. Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum menurut Lembaga 
Administrasi Negara (1998) diartikan: “Sebagai segala bentuk kegiatan 
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan 
Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, 
baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. 
Pasal 3 UU No 28 tahun 1999 menyatakan bahwa asas-asas umum 
penyelenggaraan Negara meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib 
penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 
proporsinalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya 
dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang tersebut, asas akuntabilitas adalah 
asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan 
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Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka 
diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas yang dapat 
menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, 
serta bebas dari unsur KKN. 
Dengan demikian pelayanan merupakan implementasi dari pada hak dan 
kewajiban antaranegara/pemerintah dan masyarakat yang harus diwujudkan 
secara berimbang dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan oleh aparatur 
negara/pemerintahan. 
Persoalannya kemudian adalah cita-cita mewujudkan pemerintahan yang 
akuntabel di republik ini, rupanya tetap menjadi cerita yang tidak berkesudahan. 
Banyak faktor yang menyebabkannya, beberapa diantaranya adalah korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, tidak dipatuhinya hukum sehingga enforcement-nya 
sangat lemah, penggunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran, 
lemahnya kontrol mental para pemimpin, pejabat dan pelaksana birokrasi 
pemerintahan. 
Kekecewaan terhadap pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan sudah 
sering kita dengar. Keputusan untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari 
pemerintah nyaris tinggal harapan. Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan 
pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahahan yang belum 
efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan 
dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti : 
prosedur yang berbelit-belit, banyak biaya yang harus dilkeluarkan, persyaratan 
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yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang merespon dan lain-lain, 
sehingga menimbulkan citra yang kurang baik.  
Betapa rapuhnya kepercayaan dan legitimasi pemerintah dan birokrasinya 
dimata publik. Ini semua terjadi karena pemerintah dan birokrasinya telah gagal 
menempatkan dirinya menjadi institusi yang bisa melindungi dan 
memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan publik. Dalam situasi seperti ini 
maka amat sulit mengharapkan pemerintah dan birokrasinya mampu 
mewujudkan kinerja yang baik. Pemerintah telah gagal menyelenggarakan 
pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel (Agus Dwiyanto;2002). 
Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel terhadap 
pengguna jasa, ditetapkan Keputusan Menteri PAN 
Nomor.26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai 
acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas 
transparansi dan akuntabilitas pelayanan. 
Pandji Santosa mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu 
perwujudan kewajiban dari suatu instansi kepemerintahan untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. 
Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan 
mengakomodasikan perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi 
dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai 
antisipasi atas tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. 
Menurut David Hulme dan Mark Turner dalam Manggaukang (2006:115) 
mengemukakan bahwa akuntablitas merupakan suatu konsep yang kompleks 
dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator 
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seperti :(1) legitimasi bagi para pembuat kebijakan; (2) keberadaan kualitas 
moral yang memadai; (3) kepekaan; (4) keterbukaan; (5) pemanfaatan sumber 
daya secara optimal; dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas. 
Ellwood juga mengemukakan bahwa Akuntabilitas proses terkait dengan 
apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik 
dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, 
dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian 
pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya (Surjadi, 2009:11). 
Globalisasi dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga turut 
mendorong perubahan dinamika kemasyarakatan, baik itu sosial, ekonomi dan 
pola pikir masyarakat, yang juga terjadi pada masyarakat Kabupaten Pinrang. 
Dari segi ekonomi berkembangnya perekonomian masyarakat lebih ke arah 
industrialisasi, mendorong berdirinya berbagai macam usaha mikro, kecil dan 
menengah, ataupun berbagai macam pabrik. Fenomena-fenomena inilah yang 
kemudian meningkatkan tuntutan kepada pemerintah untuk betul-betul mampu 
menciptakan pelayanan yang mampu berjalan sinergis dengan perkembangan di 
masyarakat. 
Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Pinrang membentuk Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) yang berdiri 
dalam lingkup Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang untuk memenuhi 
kebutuhan daerah dan menjalankan kewajiban yang tertuang dalam peraturan 
yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan 
harapan keberadaannya mampu memotivasi dan mendorong masyarakat lokal 




Namun selama ini, kualitas pelayanan yang diberikan oleh BP2TPM dalam 
memberikan pelayanan masih belum maksimal. Hal tersebut dapat terlihat dari 
masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai tingkat kepuasan mereka 
terhadap pelayanan perizinan. Dalam hal ini, beberapa fenomena-fenomena 
yang muncul terkait dengan semakin tingginya pembuatan perizinan usaha 
maupun non usaha adalah sebagai berikut : 
a. Prosedur/persyaratan dan tata cara pembuatan SIUP yang masih berbelit-
belit dan memberatkan masyarakat, akibatnya adanya usaha yang 
dijalankan tanpa ijin dari dinas terkait sehingga tidak ada jaminan hukum 
dalam usaha.  
b. Tidak adanya kejelasan waktu dan biaya retribusi untuk menyelesaikan 
proses perizinan yang dibutuhkan, sehingga masyarakat enggan untuk 
mengurusnya. 
c. Akibat Prosedur/persyaratan yang masih berbelit-belit dan memberatkan 
dan ketidakpastian waktu pelayanan membuat sebagian masyarakat lebih 
memilih menggunakan jasa orang lain atau orang dalam yang dikenal 
untuk memudahkan dan mempercepat pengurusan pembuatan Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP). 
Dengan fenomena penyelenggaraan pelayanan publik diatas menunjukkan 
belum akuntabelnya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan 
murah biaya dalam hal akuntabilitas proses menurut Ellwood. Maka penulis 
tertarik melakukan penelitian dengan judul : Akuntabilitas Pelayanan Publik 
(Studi Kasus Prosedur Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kantor 





I.2.  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut : bagaimana akuntabilitas 
pelayanan surat izin usaha perdagangan di kantor Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang? 
 
I.3.  Tujuan Penelitian 
 Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 
adalah  untuk menganalisis akuntabilitas pelayanan surat izin usaha 
perdagangan di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang. 
I.4.  Manfaat Penelitian 
      Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Manfaat akademis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu 
pengetahuan, khususnya akuntabilitas pelayanan publik yang dapat 
digunakan untuk mahasiswa yang menggeluti studi keilmuan konsentrasi 
Manajemen Publik. 
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan 
pertimbangan bagi penyedia pelayanan publik, khususnya kantor 
pelayanan perizinan terpadu dalam upaya untuk meningkatkan 








II.1 Good Governance 
Kepemerintahan yang baik merupakan hal yang menjadi fokus perhatian 
utama dalam pengelolaan administrasi publik hingga kini. Tuntutan dari 
masyarakat kepada pemerintah dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik terus gencar dilaksanakan ditandai dengan meningkatnya tingkat 
pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik. 
Masyarakat senantiasa menginginkan reformasi atau perubahan pada pelayanan 
publik yang selama ini dalam pelaksanaanya masih dianggap kurang baik. 
Dinamika perjalanan praktek pemerintahan yang senantiasa berhadapan 
dengan lingkungan dan harapan masyarakat yang juga menjadi pendorong 
berubahnya paradigma pemerintahan secara konseptual. Tuntutan terhadap 
perbaikan kinerja pemerintah membuat pemerintah mencari praktek yang tepat 
yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini juga kemudian secara 
akademik melahirkan kajian-kajian tentang konsepsi implementasi pemerintahan 
yang dapat memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan lingkungan strategis 
tersebut. Konsep yang paling aktual dalam konteks ini adalah konsep good 
governance. 
Syarat bagi tercipatanya good governance paling tidak meliputi 
transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang partisipatif. Pemerintahan 
yang partisipatif dapat dimaknai sebagai wujud pemerintahan yang berupaya 
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mengakomodasi berbagai aspirasi yang muncul di masyarakat dan melibatkan 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 
Menurut World Bank, Good Governance ialah suatu penyelenggaraan 
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan 
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap 
kemungkinan salah satu alokasi atau investasi, dan pencegahan korupsi baik 
yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta 
penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya  aktivitas usaha. 
Sedangkan menurut UNDP Good Governance menunjukkan suatu proses yang 
memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber 
sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, 
tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integritas serta untuk kesejahteraan 
rakyatnya (Ambar Teguh, 2011: 22) 
Menurut Tascherau dan Campos dalam  Ambar Teguh (2011:22), tata 
pemerintahan yang baik (terjemahan dari good governance) merupakan suatu 
kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen 
yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan 
(business) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu memiliki tata 
hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat tersebut tidak 
sebanding atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata 
pemerintahan yang baik. 
Pierre Landell-Miles & Ismael Seregeldin mendefinisikan good 
governance sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola 
sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Robert Charlick 
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mengartikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik 
secara efektif melalui pembuatan peratutan dan atau kebijakan yang absah demi 
untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan (Padji Sentosa; 130). 
Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan 
konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Dalam hal 
ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-
prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayan prima, demokrasi, 
efesiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh 
masyarakat. 
Bob Sugeng Hadiwinata dalam Pandji Santosa (2008:131), asumsi dasar 
good governance haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah 
(menyediakan peragkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda 
perekonomian), dan sektor civil society (aktivitas swadaya guna 
mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efisiensi). 
Pencapaian good governance merupakan indikasi utama bagi 
terselenggaranya manajemen pemerintahan dan proses pembangunan yang 
efektif, efisien, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun sepertinya 
upaya dalam pencapaian hal tersebut tampaknya masih mengalami kesulitan 
dimana kondisi birokrasi masih belum mampu mengembangkan sistem yang 
sesuai dengan dinamika masyarakat. Dari persepsi tersebut, akuntabilitas 
memiliki pengaruh yang signifikan dalam rangka pencapaian good governance. 
Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas maka 
kesimpulan yang dapat ditarik mengenai good governance adalah suatu proses 
penyelenggaraan pemerintahan yang sifatnya lebih luas, mengedepankan 
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pelayanan yang lebih maksimal dan dapat memenuhi dinamika harapan 
masyarakat (service oriented), memberikan ruang yang lebih luas bagi setiap 
komponen masyarakat untuk berpartisipasi pada setiap aspek kehidupan publik, 
mengeliminir bahkan menihilkan penyimpangan melalui penerapan prinsip 
akuntabilitas, serta menjadikan regulasi (rule of law) sebagai referensi utama 
penyelenggaraan pemerintahan. 
II.2. Akuntabilitas dalam Administrasi Publik 
Pada akhir abad ke-20, negara-negara Anglo-Saxon sudah terjadi 
transformasi fungsi pembukuan tradisional administrasi publik ke dalam 
akuntabilitas publik. Bergerak dari bentuk akuntansi keuangan ke akuntabilitas 
publik, dan berjalan paralel seiring dengan dilakukannya pengenalan pendekatan 
new public management oleh pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan 
Reinventing Government yang digagas oleh pemerintahan Clinton dan Gore di 
Amerika Serikat. Kedua bentuk reformasi tersebut memperkenakan gaya 
manajemen dan instrumen swasta ke dalam sektor publik, mengadopsi 
manajemen kontrak, serta penggunaan indikator kinerja dan patok duga 
(benchmark) untuk menilai dan membandingkan efektivitas dan efisiensi badan-
badan yang dikelola oleh pemerintah. Walaupun kebanyakan instrumen yang 
digunakan  memerlukan pengembangan yang lebih lanjut agar lebih efektif ke 
depannya (Sangkala,2012:3). 
Koppel dalam bukunya Patahologies of Accountability menjelaskan 
bahwa untuk memahami konsep akuntabilitas dengan baik, maka perlu diketahui 
apa saja dimensi-dimensinya. Koppel menyebutkan bahwa dimensi akuntabilitas 
pada dasarnya tidak lebih dari lima macam, yaitu tranparency, liability, 
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controlability, responsibility, dan responsiveness, dimana masing-masing dimensi 
tersebut memberi gambaran dan konsep yang memayung dirinya sendiri 
(Sangkala,2012:3). 
Barbara Romzek dan Melvin Dubnick dalam (Manggaukang;2006) 
membagi akuntabilitas atas mekanisme akuntabilitas yang didorong oleh dua 
dimensi: berasal dari pengawasan (internal dan eksternal) dan tingkat 
pengawasan (tinggi atau rendah) atas agen publik. Akuntabilitas birokrasi 
(pengawasan internal yang tinggi) terjadi melalui ketentuan kontrak. Akuntabilitas 
profesional (pengawasan internal yang rendah) berdasarkan rasa hormat kepada 
keahlian kelompok atau kelompok kerja. Sedangkan akuntabilitas politik 
(pengawasan eksternal yang rendah) ditentukan oleh responsivitas terhadap 
pejabat terpilih, klien, atau pelanggan, dan agenda yang lainnya. Walaupun ada 
kesepakatan bahwa akuntabilitas di dalam pemerintahan diperlukan, ada sedikit 
konsesus dimana mekanisme yang harus berlaku pada saat ini. Arah 
perencanaan strategik birokrasi dan birokrasi disederhanakan di dalam the 
Government performance Resuluts Act pada tahun 1993 dan National 
Performance Review (Gore, 1993) menawarkan akternatif kerangka untuk 
mengklasifikasi mekanisme akuntabailitas. Eksekutif birokrasi dan manajer 
memerlukan perencanaan bagi arah strategik birokrai dan keadaan tertentu yang 
ingin dicapai (akuntabilitas berdasarkan arah). Mereka selanjutnya menentukan 
ukuran output dan outcome yang akan digunakan untuk menilai apakah birokrasi 
telah mencapai hasil (akuntabilitas berdasarkan kinerja). Ini merupakan kondisi 
baru yang dibangun dari usaha awal di abad ke-19 dan 20 untuk memastikan 
akuntabilitas berdasarkan prosedur ditentukan berdasarkan hukum, aturan, dan 
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regulasi untuk tujuan mengarahkan perilaku dan mengimplementasikan tujuan 
birokrasi. 
Bersama-sama ketiga mekanisme menghasilkan apa yang disebut model 
akuntabiltas administrasi. Pada prinsipnya menawarkan cakupan yang 
komprehensif atas seluruh aspek aktivitas birokrasi. Akuntabilitas berdasarkan 
arah memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi dilakukan berdasarkan 
tujuan dari kewenangan politik dan kepentingan konstituen. Akuntabilitas 
berdasarkan kinerja memerlukan spesifikasi output dan outcome untuk mengukur 
hasil dan hubungannya dengan sasaran yang telah disusun, menurut pola-pola 
manajemen (Sangkala,2012:4-5). 
Dalam studi ilmu administrasi publik, perdebatan tentang akuntabilitas 
berawal dari adanya debat dialogis diantara Carl Friedrich dan Herbert Finer 
(Denhardt and Denhardt, 2003). Pada tahun 1940, di dalam Jurnal Public Policy 
Friedrich mengatakan bahwa "profesionalisme" atau keahlian teknis merupakan 
faktor penentu akuntabitilitas administrasi. Mengingat derajat responsibilitas lebih 
didasarkan pada profesionalitas dan norma-norma tindakan maka administrator 
harus akuntabel demi mencapai standar yang telah disepakati umum. 
Menurut Herman Finer, "kontrol eksternal" merupakan means terbaik 
untuk menjamin akuntabilitas administrasi dalam sebuah alam demokrasi. 
Menurutnya, administrator merupakan subordinat dari elected official. Pejabat 
politik ini, berdasarkan interpretasinya akan keinginan publik, selanjutnya 
memberikan mandat kepada administrator publik untuk melaksanakan keinginan 
tersebut. Kemudian, administrator diharapkan responsibel dalam melaksanakan 
kewajibannya sesuai dengan arahan. Dalam argumen di atas, Finer merumuskan 
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responsibilitas dalam dua cara yang berbeda. Rumusan pertama adalah X 
akuntabel kepada Y untuk Z. Rumusan kedua mengandung adanya kewajiban 
moral personal, dalam artian bahwa pertimbangan kesalahan atau kekeliruan 
lebih didasarkan pada kesadaran personal, karenanya hukuman (punishment) 
kepada seseorang merupakan sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan 
II.3  Konsep Akuntabilitas 
   II.3.I Definisi Akuntabilitas 
Pada dasarnya akuntabilitas merupakan suatu konsep yang baik dalam 
memperbaiki birokrasi publik agar sesuai dengan harapan-harapan publik. 
Itulah alasan mengapa dalam pencapaian good governance diperlukan kontrol 
penuh dari seluruh stakeholder terhadap birokrasi agar dapat akuntabel. 
Selain itu akuntabilitas dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya aparatur dalam penerapan kebijakan publik dalam 
rangka pencapaian good governance. 
Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan 
efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa 
menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara 
konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk 
mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa 
kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan 




Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai 
bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi 
(atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja 
individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat 
dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut 
(Manggaukang;2006). 
Akuntabilitas (dalam Manggaukang 2006;9) sebagai istilah dalam teori 
dan praktik administrasi sudah sering digunakan, namun sebagai suatu 
konsep, istilah ini membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Pengunaan (dan 
mungkin salah penggunaan) istilah akuntabilitas dalam konteks pemerintahan 
dan politik bukanlah masalah baru, namun sudah menjadi ‘desas-desus’ 
dalam satu dekade terakhir atau lebih (Mtashalm, 1984; day dan Klein, White, 
dkk, 1994). 
Menurut penjelasan Inpres No. 7 Tahun 1999, asas akuntabilitas adalah 
asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan atau hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku (LAN, 2000:6). 
Akuntabilitas merupakan persyaratan yang fundamental dalam mencegah 
penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin bahwa kekuasaan itu 
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ditujukan secara langsung untuk pencapaian tujuan dengan tingkat efisiensi, 
kejujuran dan kebijaksanaan yang setinggi mungkin (accountability is the 
fundamental prereguisite for preventing the abuse of delegated power and for 
ensuring in stead that power is directed toward the achievement of broadly 
accepted national goals with the greatest possible degree of 
effisiency,effectiveness, probity and prudence) (Jabbra and Dwivedi, 1989 : 8). 
Oleh karena itu, syarat yang mendasar dari demokrasi terletak pada 
responsibilitas publik, akuntabilitas para aparat pemerintahan dan pelayanan 
publik (Manggaukang; 2006). 
Berikut ini keragaman definisi akuntabilitas yang dikemukakan dan 
dikembangkan kalangan akademisi dan pemerintahan adalah sebagai berikut: 
Dalam The Public Administration Dictionary, Ralph C. Chandler dan Jack 
C. Palno (Manggaukang 2006: 23) mendefinisikan akuntabilitas sebagai 
kondisi dimana individu yang melaksanakan kekuasaan dibatasi oleh alat 
eksternal dan norma internal. Maka, akuntabilitas memiliki dua sisi, internal 
dan eksternal. Secara eksternal, akuntabilitas berarti keharusan untuk 
mempertanggungjawabkan pengaturan sumberdaya atau otoritas. Sebaliknya 
bagian dalam akuntabilitas merujuk pada norma internal seperti arahan 
professional, etika, pragramatis untuk pelaksanaan tanggungjawab bagi 
manajer dalam tugas sehari-harinya. Konsep akuntabilitas sebagai 
pemeriksaan dalam ini sama pentingnya dengan akuntabilitas sebagai alat 
luar. Namun, tidak mengejutkan bahwa bagian luar akuntabilitas lebih banyak 
ditekankan daripada bagian dalam karena bagian luar lebih mudah dilihat dan 
dioperasionalkan daripada bagian dalam.  
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Menurut Ellwood, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur 
yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal 
kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan 
prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian 
pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Sedangkan David 
Hulme dan Mark Turner mengemukakan bahwa akuntablitas merupakan 
suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk 
mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti :(1) legitimasi bagi para pembuat 
kebijakan; (2) keberadaan kualitas moral yang memadai; (3) kepekaan; (4) 
keterbukaan; (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal; dan (6) upaya 
peningkatan efisiensi dan efektivitas (Manggaukang 2006:115). 
Menurut Leviene (Manggaukang, 2006:78), akuntabilitas berkenaan 
dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh 
administrasi Negara. Akuntabilitas publik menunjuk seberapa besar kebijakan 
dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih 
oleh rakyat, karena dilhat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh 
birokrasi publik atau pemerintah, tetapi juga dinilai dari ukuran eksternal 
seperti nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat.  
Webster mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat 
dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel 
adalah : pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, 
sebagaimana seorang manusia bertanggunggugat kepada Tuhannya atas apa 
yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggung- 
gugatkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan 
atau dipertanggunggugatkan (Waluyo, 2007:190). 
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Sedangkan Wahyudi Kumorotomo (1992 : 145-147) menyatakan bahwa 
akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam administrasi publik 
mengandung tiga konotasi yaitu :  
1. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas, akuntabilitas berperan jika 
suatu lembaga harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan 
tertentu. Dalam akuntabilitas ini terbagi dua bentuk yaitu, akuntabilitas 
eksplisit dan akuntabilitas implisit.  
2. Pertanggungjwaban sebagai sebab-akibat, muncul bila suatu lembaga 
diharuskan untuk mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan.  
3. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban, muncul apabila seseorang 
bertanggung jawab dalam artian kewajiban untuk melakukan sesuatu.  
Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran 
yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang 
dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang 
dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu 
mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan 
demikian akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga 
eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat 
harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung 
kepada masyarakat. 
Romzek dan Dubnick (Manggaukang;2006) mengemukakan akuntabilitas 
administrasi publik dalam pengertian yang luas melibatkan lembaga-lembaga 
publik (agencies) dan birokrat (their wokers) untuk mengendalikan bermacam-
macam harapan yang berasal dari dalam dan luar organisasinya. Dengan 
demikian, akuntabilitas administrasi publik sesungguhnya terkait dengan 
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bagaimana birokrasi publik (agencies) mewujudkan harapan-harapan publik. 
Pengertian akuntabilitas yang lebih luas, yaitu akuntabilitas layanan publik 
yang mencakup tingkat pertanggungjawaban pada publik. Dalam hal ini, Paul 
(1995) mengemukakan akuntabilitas publik lebih relevan pada masyarakat 
maju dengan tingkat melek huruf yang tinggi dan atmosfir media informasi 
yang mendukung. Dengan demikian efektivitas akuntabilitas tergantung pada 
apakah pengaruh stakeholder terkait tercermin pada sistem pemantauan dan 
intensif layanan publik. Singkatnya, akuntabilitas dapat dipandang sebagai 
tanggungjawab untuk menjalankan aktivitas yang diberikan dengan cara yang 
bertanggungjawab dan responsif serta dapat dipertanggungjawabkan 
keberhasilan maupun kegagalan. 
Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen 
sektor publik.  Dalam konteks organisasi pemerintah, sering ada istilah 
akuntabilitas publik yang  berarti pemberian informasi atas aktivitas dan 
kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi 
subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. 
Konsep akuntabilitas didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli dan 
praktisi, hal ini dikarenakan akuntabilitas sulit untuk dijelaskan tapi memiliki 
kualitas yang dapat dirasakan langsung dan menjadi sarana untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya 
dalam suatu kebijakan publik atau kepercayaan sebagai dasar tindakan 
seseorang.  
Dari pengertian akuntabilitas tersebut diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa akuntabilitas memiliki manfaat sebagai berikut:  
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a. Efisien dan efektivitas organisasi pemerintahan.  
b. Perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik.  
c. Penghentian penyakit administrator.  
II.3.2 Jenis-jenis Akuntabilitas 
Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan 
suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam 
mengemukakan pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur 
utama good governance antara lain tercermin dari berbagai kategori 
akuntabilitas. 
Chandler dan plano (Manggaukang, 2006:36) membedakan ada lima 
jenis akuntabilitas, yaitu (1) akuntabilitas fiskal tanggungjawab atas dana 
publik; (2) akuntabilitas legal tanggung jawab untuk mematuhi hukum; (3) 
akuntabilitas program- tanggungjawab untuk menjalankan suatu program; (4) 
akuntanbilitas proses – tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur, dan (5) 
Akuntabilitas Outcome- tanggungjawab atas hasil. 
Sheila Elwood dalam (Manggaukang, 2006:37) mengemukakan ada 
empat jenis akuntabilitas, yaitu : 
1) Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait 
dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain 
yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk 
menjamin dijalankannya jenis auntabilitas ini perlu dilakukan audit 
kepatuhan.  
2) Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur 
yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. 
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Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan 
yang cepat, responsif, dan murah biaya.  
3) Akuntabilitas program, yaitu : akuntabilitas yang terkait dengan 
perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, 
atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif 
program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang 
minimal. 
4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan 
pertanggungjawaban pemerintah daerah  terhadap masyarakat luas. Ini 
artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat 
melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan 
keputusan.  
Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila 
Elwood diatas, maka pejabat publik didalam menjalankan tugas dan 
tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau 
peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, 
dalam program yang dimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang 
dibuat atau dirumuskan.  
Samuel Paul (Manggaukang, 2006:44-45) membedakan adanya tiga jenis 
akuntabilitas, yaitu : 
1. Democractic accountability merupakan gabungan antara political dan 
administative accountability. Akuntabilitas dilaksanakan secara hirarki 
dan berjenjang yang dimulai dari unit-unit yang paling bawah sampai 
yang paling atas. 
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2. Professional accountability artinya, dalam melaksanakan tugas-
tugasnya para aparat profesional sebaiknya berdasarkan pada norma-
norma dan standar profesionalnya. Oleh karenanya kepentingan publik 
menjadi prioritas utama 
3. Legal accountability. Maksudnya, dalam pelaksanaan kepentingan 
hukum disesuaikan denga kepentingan public good and public service  
yang memang dianut oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu petugas 
pelayanan publik akan dapat dituntut di pengadilan apabila mereka 
gagal melaksanakan tugasnya atau melakukan pelanggaran. Malpraktek 
dan pelayanan seadanya kepada masyarakat akan ditunjuk pada 
laporan akuntabilitas legal. 
Berbeda halnya dengan Mario D. Yango (Manggaukang, 2006:44-45) 
yang menyatakan ada 4 jenis akuntabilitas, diantaranya yaitu: 
1) Traditional atau regulatory accountability. Dimaksudkan bahwa untuk 
mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang 
mengarah pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas 
tradisional atau akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi 
mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait 
dengan aturan fisikal dan peraturan pelaksanaan administrasi publik 
disebut juga compliance accountability. 
2) Managerial Accountability, yang menititberatkan pada efisiensi dan 
kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, 
dan sumber-sumber daya lainnya. 
3) Program accountability, memfokuskan pada penciptaan hasil operasi 
pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat 
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menjawab pertanyaan disekitar penyampaian tujuan pemerintah, bukan 
sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku. 
4) Process accountability, memfokuskan kepada informasi mengenai 
tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan 
dan aktivitas-aktivitas organisasi, sebab rakyat yang notabene 
pemegang kekuasaan, selayaknya memiliki kemampuan untuk menolak 
kebijakan pemerintah yang nyatanya sudah merugikan mereka. 
Dari beberapa jenis akuntabilitas diatas, maka dapat disimpulakan bahwa 
penyelenggaraan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan termasuk dalam 
akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood, yaitu akuntabilitas yang terkait 
dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah 
cukup baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan 
yang cepat, responsif dan murah biaya. 
II.3.3 Indikator Akuntabilitas 
Plumter (Manggaukang, 2006:121)  menyatakan bahwa untuk mencapai 
akuntabilitas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Exemplary leadership, dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus 
sensitif, responsif, akuntabel dan transparan kepada bawahan; 
b. Public Debate, artinya sebelum kebijakan yang besar disahkan 
seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mencapai 
hasil yang maksimal; 
c. Coordination, dimaksudkan bahwa koordinasi yang baik antara semua 




d. Autonomy, artinya instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan 
menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan 
paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi; 
e. Explicitness and clarity, artinya standar evaluasi kinerja harus 
diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara 
jelas apa yang harus diakuntabilitaskan; 
f. Legitimacy and acceptance, tujuan dan makna akuntabilitas harus 
dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak sehingga standar 
dan aturannya dapat ditentukan dapat diterima oleh semua pihak; 
g. Negotiation, maksudnya harus dilakukan negosiasi nasional mengenai 
perbedaan-peerbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan 
kewenangan setiap instansi pemerintah; 
h. Educational compaign and publicity, dimaksudkan perlu dibuatkan pilot 
project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan 
kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh ekspektasi mereka 
dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut; 
i. Feed back and evaluation, yaitu bahwa akuntabilitas harus tentu menerus 
ditingkatkan dan disempurnakan, maka perlu informasi sebagai umpan 
baik dari penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya. 
j. Adaption and recycling, yaitu perubahan yang terjadi dimasyarakat akan 
mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas 
harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang 
terjadi di masyarakat. 
Dwivedi dan Jabbar (Manggaukang;2006) lebih jauh menjelaskan bahwa 
sedikitnya ada lima jenis atau mekanisme akuntabilitas publik, yaitu 
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akuntabilitas organisasi atau administrasi, akuntabilitas hukum, akuntabilitas 
profesional, akuntabilitas politik dan akuntabilitas moral. Akuntabilitas 
organisasi atau administrasi pengawasan yang dilakukan oleh pegawai yang 
memiliki hirarki lebih tinggi terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukan 
oleh pegawai pada level yang lebih rendah, biasanya dalam organisasi yang 
sama. Akuntabilitas hukum (legal accountability) berhubungan dengan 
ketersediaan mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh warga negara 
untuk meenentang keputusan yang dibuat oleh pegawai atau lembaga 
pemerintahan. Akuntabilitas politik (political accountability) beranggapaan 
bahwa pegawai dan lembaga pemerintahan bertanggungjawab kepada 
masyarakat melalui lembaga politik. Oleh karena itu, agar akuntabilitas 
pegawai atau lembaga pemerintah dapat ditingkatkan maka masyarakat harus 
mampu mengkritisi lembaga politik yang selanjutnya akan menekan pegawai 
atau lembaga pemerintah. Dengan kata lain, apabila masyarakat tidak puas 
dengan pelayanan yang diterima dari pegawai atau lembaga pemerintah 
maka mereka harus melaporkannya kepada aktor politik yang merupakan 
wakil atau representasi mereka. 
Sementara, David Hulme dan Mark Turney  (Manggaukang, 2006:115) 
mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks 
dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator 
seperti :(1) legitimasi bagi para pembuat kebijakan; (2) keberadaan kualitas 
moral yang memadai; (3) kepekaan; (4) keterbukaan; (5) pemanfaatan 
sumber daya secara optimal; dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan 
efektivitas. Jadi menurut Hulme dan Turner (Manggaukang, 2006:115-116), 
akuntabilitas terkait dengan beberapa pertanyaan berikut ini: 
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1). Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang 
jujur, adil dan dengan melibatkan partisipasi publik secara optimal? 
2). Adakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup cukup 
memadai?  
3).  Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas 
aspirasi yang berkembang di masyarakat luas? 
4). Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai?  
5).  Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal? 
6). Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan 
sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien? 
Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya 
jika: 
1. Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil 
yang diharapkan dari mereka; 
2. Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung 
jawabnya; bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas 
digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu 
bersangkutan.  
3. Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon 
atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya; dan  
4. Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai 
mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri 





II.4  Konsep Pelayanan Publik 
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 
kehidupan manusia. Hal yang senada juga dikemukakan Budiman Rusli yang 
berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. 
Pelayanan menurutnya sesuai dengan life cycle theory of leadership (LCTL) 
bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, 
tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin 
menurun (Sinambela, 2006;3) 
Menurut S.Lukman mengemukakan bahwa pelayanan merupakan suatu 
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara 
seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan 
kepuasan pelanggan. Prasojo juga menyatakan pelayanan merupakan respons 
terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa 
itu mendapatkan produk yang mereka inginkan (dalam Batinggi dan Badu 
Ahmad, 2013;4) 
Sinambela mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki 
kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan 
baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu 
pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 
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Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak 
swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, 
dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan 
masyarakat (Pandji Santosa, 2008;57). 
Beberapa pengertian dasar yang dituliskan didalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: 
a. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Instansi Pemerintah. 
c. Instansi Pemerintah adalah sebeutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan 
organisasi Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi 
Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik 
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. 
d. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada Instansi 
Pemerintah secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima 
layanan publik. 
e. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
f. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan 
apapun) sebagai Imbalan jasa atas pemberian pelayanan publik yang 
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besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
g. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara atau pemberi 
pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. 
Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik 
(Sinambela, 2006:5). 
Rasyid (dalam Rakhmat, 2009;105 mengartikan pelayanan publik sebagai 
pemberian pelayanan atau melayani keperluan masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu sendiri sesuai dengan aturan dan tata cara yang 
telah ditetapkan. Thoha juga mengemukakan bahwa pelayanan publik sebagai 
suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang atau 
instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat 
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 
II.4.1  Jenis-jenis Pelayanan Publik 
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 membedakan jenis 
pelayanan menjadi tiga kelompok. Adapun empat kelompok tersebut adalah 
sebagai berikut : 
a. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya 
status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau 
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penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen 
ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte 
Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 
Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan 
Tanah dan sebagainya. 
b. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya 
jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. 
c. Kelompok pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, 
pemeliharaan kesehatan, penyelenggara transportasi, pos dan 
sebagainya.  
Sedangkan menurut A.Batinggi dan Badu Ahmad (2013;30-31) bentuk 
pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan 
kedalam beberapa jenis pelayanan, yaitu : 
a. Pelayanan pemerintah 
Adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas 
umum pemerintah seperti pelayanan KTP< SIM< pajak dan keimigrasian. 
b. Pelayanan pembangunan 
Suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan 
sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat 
dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini 
meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-
pelabuhan dan lainnya. 
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c. Pelayanan utilitas 
Jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat, seperti 
penyediaan listrik, air, telepon dan transportasi missal. 
d. Pelayanan sandang, pangan dan papan 
Merupakan jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok 
masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, 
minyak, gas, tekstil dan perumahan murah 
e. Pelayanan kemasyarakatan 
Yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifat dan kepentingan 
lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, 
seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, 
rumah yatim piatu, dan lainnya. 
Didalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan 
bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip 
sebagai berikut : 
a. Kesederhanaan 
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan 
b. Kejelasan 
Kejelasan ini mencakupi kejelasan dalam hal : 
I. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 
II. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ 
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 
III. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
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c. Kepastian waktu 
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan. 
d. Akurasi 
Produk pelayanan publikditerima dengan benar, tepat dan sah. 
e. Keamanan 
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum. 
f. Tanggung jawab 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan Sarana  
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika (telematika) 
h. Kemudahan akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 
Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah 





j. Kenyamanan  
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat 
ibadah dan lain-lain.  
II.5.  Pelayanan Yang Akuntabel 
Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu 
pelayanan barang, jasa, dan administratif. Wujud pelayanan administratif 
adalah layanan berbagai pembuatan dokumen merupakan salah satu aspek 
penting dalam pelayanan publik ,salah satunya ialah pelayanan surat izin 
usaha perdagangan. 
Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Teknik 
Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 
penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, 
baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
diantaranya tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang 
meliputi : 
a. Kesederhanaan : prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan :  
1.   Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik 
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2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau 
persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik 
3.  Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
c. Kepastian dan tepat waktu : pelaksanaan pelayanan publik dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 
d. Akurasi : produk pelayanan publik dikerja dengan benar, tepat, dan sah. 
e. Tidak diskriminatif : tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 
gender dan status ekonomi. 
f. Bertanggungjawab : pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertangungjawab atas penyelenggaraan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 
pelayanan publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana : tersedianya sarana dan prasarana 
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. 
h. Kemudahan akses : tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadahi, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 
teknologi komunikasi dan informasi. 
i. Kejujuran : cukup jelas 
j. Kecermatan : hati-hati, teliti dan telaten 
k. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan : aparat penye-lenggara 
pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan pelayanan 




l. Keamanan dan kenyamanan : proses dan produk pelayanan publik 
dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.  
Menurut Kristiadi (dalam Rakhmat, 2009;106) pelayanan publik yang 
ideal paling tidak memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu : 
1. Pelayanan yang diberikan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat 
dan sistem pelayanan yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki aspek 
kepuasan layanan kepada masyarakat. 
2. Pelayanan yang semakin lama semakin meningkat sementara permintaan 
masyarakat tidak boleh ditinggalkan. Apalagi kalau birokrasi telah 
memacunya untuk meningkatkan permintaannya maka pelayanan yang 
diterapkan tidak boleh mundur. 
3. Pelayanan harus dievaluasi, tidak saja keberhasilannya tetapi juga 
kegagalan dari pelaksanan sistem pelayanan yang diterapkan. 
Keberhasilan yang diraih harus secara optimal diinformasikan kepada 
masyarakat sehingga mendapat dukungan yang lebih luas dari 
masyarakat itu sendiri. 
4. Pelayanan yang memiliki karakteristik tidak berhadapan langsung dengan 
kebutuhan masyarakat agar ditempatkan ditengah-tengah suatu sistem 
pelayanan dan bukan justru dibarisan paling depan. 
5. Pelayanan yang kurang memperhatikan hirarki nilai kepuasan masyarakat 
sebenarnya memiliki hirarki nilai kepuasan tertentu. 
Sejalan dengan pendapat tersebut DeVrye (Pandji Santosa;2008) 
mengemukakan tujuh strategi sederhana dalam meningkatkan pelayanan, 
yang disingkat S-E-R-V-I-C-E. Strategi tersebut yaitu sebagai berikut : 
1. Self-asteem (memberi nilai pada diri sendiri) 
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2. Exceed (melampaui yang diharapkan) 
3. Recover (rebut kembali) 
4. Vision (visi) 
5. Improve (peningkatan) 
6. Care (perhatian) 
7. Empower (pemberdayaan) 
Didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63 Tahun 2004 diamanatkan agar penetapan besaran biaya pelayanan 
publik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat; 
b. Nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa; 
c. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan 
tindakan penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pangajuan; 
d. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhatikan prosedur 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Akuntabilitas juga salah satunya dapat dilihat sebagai faktor 
pendorong yang menimbulkan tekanan kepada faktor-faktor terkait untuk 
bertanggungjawab atas pelayanan publik dan jaminan adanya kinerja 
pelayanan publik yang baik. Frank Bealey (Manggaukang, 2006:79-80) 
mengatakan bahwa dengan akuntabilitas berarti :  “(1) to be in position of 
stewardship and thus to be called to order or expected to answer question 
about one’s subordinates; (2) accountable means ‘censurable’ or 
‘dismissable’; (3) accountability is usually regarded as an ingredient of 
democracy” Jadi, menurut Bealey, bertanggungjawab (akuntabel), apabila 
dalam posisi sebagai pelayanan dan mampu menjelaskan apa yang telah 
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dikerjakan. Disamping, akuntabilitas sebagai salah satu unsur penting dari 
demokrasi. 
Dwiyanto juga mengemukakan bahwa terdapat  sejumlah faktor yang 
mempengaruhi aspek-aspek pelayanan bila dianalisis terkait dengan dimensi 
akuntabilitas, yakni adanya kendala internal yang meliputi peralatan 
pendukung, kualitas SDM, dan koordinasi antar unit dalam instansi, maupun 
kendala eksternal yang meliputi kelengkapan dokumen, pengguna jasa yang 
tidak kooperatif, dan koordinasi antar instansi terkait. Seperti sarana dan 
prasarana yang utama maupun pendukung tentu saja berpengaruh dalam 
kelancaran pelayanan sekaligus mencerminkan akuntabilitas pelayanan dari 
provider layanan. SDM aparatur juga merupakan faktor yang turut 
mempengaruhi pertanggungjawaban dari pemberian pelayanan publik itu 
sendiri. 
Kontrol dari masyarakat juga merupakan faktor penting dalam 
menjelaskan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena 
esensi akuntabilitas adalah Kontrol. Kondisi yang terjadi selama ini adalah 
dominasi birokrasi dalam penyelenggaraan Negara telah mengerdilkan 
kekuatan lain dalam masyarakat sehingga birokrasi lepas dari kontrol 
masyarakat. Situasi demikian mengakibatkan pelayanan publik 
diselenggarakan lepas dari kendali masyarakat sehingga nilai-nilai dan 
norma-norma penyelenggaraan seringkali tidak sesuai dengan keinginan 
atau harapan masyarakat. Akar demokrasi adalah tuntutan terhadap 
akuntabilitas dan tanggungjawab publik para menteri dan pegawai publik. 
Friedrich (Manggaukang, 2006: 124) menyarankan pandangan 
bahwa akuntabilitas administrasi tidak dapat dicapai melalui institusi kontrol 
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legal formal dan bahwa kualitas administrasi, dan kebijakan tergantung pada 
norma internal yang mengatur pemahaman pejabat tentang kewajiban 
terhadap masyarakat dan pemahamannya tentang tanggungjawab 
professional. Finer menyatakan bahwa akuntabilitas harus formal dan 
merujuk pada cara kontrol eksternal. Yang jelas kedua dimensi 
tanggungjawab dan akuntabilitas sangat penting bagi pemerintahan yang 
demokratis. 
II.6  Akuntabilitas Pelayanan Publik 
Dalam Konteks pelayanan publik maka “akuntabilitas berarti suatu ukuran 
yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan 
pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di 
masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder”. Dengan demikian tolak 
ukur dalam akuntabilitas pelayanan publik adalah publik itu sendiri yaitu arti nilai-
nilai atau norma-norma yang diakui, berlaku dan berkembang dalam kehidupan 
publik. nilai-nilai atau norma tersebut diantaranya transparansi pelayanan, pinsip 
keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, orientasi pelayanan 
yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa (Agus Dwiyanto, 2008; 
57). 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjadi acuan atau 
pedoman bagi seluruh aparatur Negara/pemerintahan di segala susunan 
pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menyelenggarakan; 
kepemerintahan yang akuntabel, pembangunan dan pelayanan kepada warga 
dan rakyatnya untuk tujuan kesejahteraan rakyatnya. Penyelenggara pelayanan 
publik, meliputi seluruh penyelenggara Negara dan pemerintahan sesuai dengan 
fungsi dan bidang tugasnya, lembaga independen yang dibentuk oleh 
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pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik, dan masyarakat atau lembaga 
privat yang menyelenggarakan pelayanan (private goods), serta Badan 
Usaha/Badan Hukum yang bekerja sama dan/atau diberi tugas melaksanakan 
fungsi pelayanan publik. 
Dwivedi dan Jabbra (1989:87) dalam Manggaukang menguraikan 
akuntabilitas pelayanan publik  yang mencakup lima elemen sebagai berikut ; 
pertama,Akuntabilitas Administratif/Organisasional (Administrative/Organizational 
Accountability), Akuntabilitas ini menuntut pemangkasan hubungan birokrasi 
antara tanggung jawab dan perintah yang dilaksanakan ; kedua, Akuntabilitas 
Hukum (Legal Accountability) , berhubungan dengan tindakan dalam domain 
publik untuk memperkuat proses legislatif dan yudikatif. Ketika kekuatan legislatif 
dan yudikatif untuk menghukum administrasi baik tidak dengan cepat maupun 
tidak luas, akuntabilitas hukum dapat diterapkan, cepat atau lambat, atau hukum 
akan diubah; ketiga, Akuntabilitas Politik (Political Accountability) Akuntabilitas 
politik dalam beberapa kasus memasukkan akuntabilitas  administrasi atau 
organisasi, terutama karena politisi terpilih menganggap tanggung jawab baik 
politik maupun hukum untuk mencapai hasil pekerjaan; keempat, Akuntabilitas 
Profesi (Profesional Accountability) menuntut PNS profesional untuk 
menyeimbangkan antara pelaksanaan kode etik profesi dengan kepentingan 
masyarakat. Sekali waktu, keduanya tidak dapat berjalan bersamaan dan 
kadang-kadang juga sejajar atau bersaing untuk didahulukan; kelima, 
Akuntabilitas Moral (Moral Accountability) Aktivitas pejabat publik harus berakar 
pada prinsip moral dan etika sebagai pembenaran atas dokumen konstitusi dan 
hukum, dan diterima publik untuk membentuk norma dan perilaku sosial. 
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Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/26/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Teknik Transparansi 
dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyelenggaraan 
pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik 
maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban 
pelayanan publik diantaranya: 
1. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik 
a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses 
yang antara lain meliputi; tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas 
petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk 
kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan. 
b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau 
akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan. 
c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit 
pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal 
pencapaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan. 
d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik 
harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.  
e. Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan secara 
berkala sesuai mekanisme yang berlaku. 
f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam 
pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat 
tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
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2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik 
a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan; 
b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya 
pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk 
berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang 
berwenang. 
3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik 
a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk 
pelayanan; 
b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 
c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah. 
Finner dalam Joko Widodo menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang 
berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu 
tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (external control) menjadi sumber 
akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. 
Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan accountable 
atau tidaknya sebuah birokrasi (Manggaukang; 2006) 
Untuk menjamin terwujudnya suatu tingkat kinerja yang diinginkan, 
efektivitas dan akuntabilitas publik akan banyak tergantung kepada pengaruh 
dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut diatas meliputi: Pertama, terdiri 
dari publik dan konsumen pelayanan yakni pihak yang terkait dengan penyajian 
pelayanan yang paling menguntungkan mereka. Kedua, terdiri dari pimpinan dan 
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pengawas penyaji pelayanan publik, yang merupakan pihak-pihak 
berkepentingan terhadap pelayanan. Ketiga, terdiri dari penyaji pelayanan itu 
sendiri dengan tujuan dan keinginan yang seringkali berbeda dengan pihak 
pertama dan kedua di atas. Dengan demikian, secara absolut akuntabilitas 
memvisualisasikan suatu ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, 
kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan 
keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan menetapkan 
efisiensi dan efektivitas biaya pelaksanaan tugas-tugasnya. 
Menurut Dwiyanto, (2002:55) untuk mengukur akuntabilitas 
penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-
indikator kinerja yang meliputi: 
1. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses  
penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip 
orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat 
pengguna jasa; 
2. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat 
pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan  
3. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna 
jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.  
Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai aturan tentang pelayanan di 
indonesia seperti dalam KEPMENPAN No. 63/2003 tentang pelayanan publik, 
dikemukakan bahwa pelayanan publik harus memberikan jaminan kepastian 
hukum baik kepada implementor maupun kepada pengguna layanan, dalam hal 
ini implementor (aparatur pelayanan) harus memiliki landasan hukum yang 
jelas/kebijakan terutamadi tingkat operasional yang mendukung aktivasi 
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AKUNTABILITAS PROSES (Sheila Elwood): 
- Kecepatan 
- Responsif 
- Biaya Murah 
pelayanan, sementara pengguna layanan harus memiliki kepastian/jaminan atas 
prosedur, standar, dan produk layanan yang diterima, yang kesemuanya itu 
harus dituangkan dalam kebijakan. Dengan tugas dan fungsi utama sebagai 
pemberi dalam pelayanan publik, maka pemerinta harus mampu 
mempertanggung jawabkan pelayanan yang ia berikan kepada masyarakat. 
Pemerintah haruslah memperhatikan sejauh mana prosedur akuntabilitas 
pelayanan publik  
II.7 Kerangka Konsep 
Penyelenggaraan pelayanan surat izin usaha perdagangan termasuk 
dalam akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood dalam Manggaukang Raba 
(Manggaukang, 2006:37), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang 
digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah cukup baik. Hal ini dapat 
diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan yang cepat, responsif dan biaya 
murah. 
        Gambar II.1. 
Kerangka Konsep Penelitian 







(Prosedur Pelayanan Surat 
Izin Usaha Perdagangan) 





III.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian  
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan 
informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna 
dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Penelitian yang dilakukan yaitu untuk 
mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau 
penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa 
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, sehingga 
memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. 
Dalam hal ini untuk memberikan gambaran tentang Akuntabilitas 
Pelayanan Publik penyelenggaraan prosedur surat izin usaha perdagangan di 
kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang dengan melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan 
dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah data dan informasi dengan cara 
observasi dan wawancara mendalam yang berkaitan dengan penelitian ini. 
III.2  Lokasi Penelitian 
 Untuk memperoleh informasi dan data akurat, yang berkaitan dan relevan 
dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, dipilih lokasi 
penelitian di Kabupaten Pinrang dengan objek penelitian yaitu di kantor Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) kabupaten 
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Pinrang. Dimana kantor tersebut banyak bersentuhan dengan masyarakat, 
terutama masyarakat yang bermaksud mengurus surat izin usaha perdagangan. 
III.3  Tipe dan Dasar Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan 
atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk 
mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang 
keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. 
 Sedangkan dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kasus. Menurut Stake dalam Craswell (2010:20), studi kasus merupakan 
strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu 
program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus 
dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan infomasi secara 
lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data 
berdasarkan waktu yang telah ditentukan. 
III.4  Jenis dan Sumber Data 
Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu : 
1.  Data Primer 
Menurut Uma Sekaran dalam Silalahi (2010:289) data primer  
adalah suatu objek atau dokumen original, material mentah dari pelaku 
yang disebut “first-hand information”, data yang dikumpulkan dari situasi 
aktual ketika peristiwa terjadi. Dalam penelitian ini data primer yaitu data 
yang diperoleh langsung Untuk pendalaman informasi dari lapangan 
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tempat penelitian, yaitu berasal dari informan yang terlibat langsung yaitu 
dari masyarakat maupun dari pihak penyedia layanan pembuatan surat 
izin usaha perdagangan di kabupaten Pinrang. 
Sedangkan untuk mendapatkan informasi mengenai 
penyelenggara pelayanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) maka akan dilakukan wawancara dengan pihak penyedia 
pelayanan yaitu pihak pembuatan surat izin usaha perdagangan di 
Kabupaten Pinrang.  
2. Data Sekunder 
 Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan 
kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum 
penelitian dilakukan (Silalahi, 2010:291). 
 Data sekunder yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. 
Strategi ini dilakukan untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang 
tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling 
berhubungan, sehingga sifat penyusunannya adalah dari kesimpulan 
umum ke khusus. 
Sedangkan jenis data yang dikumpulkan melalui kedua sumber 
data tersebut dapat berbentuk, berupa : 
1. Kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang 
diamati atau diwawancarai secara mendalam (idenph interview) 
sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 
perekaman video/audio tape, pengambilan foto/film. 
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2. Sumber tertulis. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang 
berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah, 
koran, arsip, dokumen pribadi, dan atau dokumen resmi. 
3. Data statistik. Data statistik yang tersedia pada pihak-pihak yang 
terkait. 
III.5 Teknik Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 
1. Wawancara 
 Yaitu teknik pengumpulan data yang dimaksud untuk memperoleh 
informasi dan keterangan lisan melalui dialog antar peneliti dengan 
informan kunci secara mendalam.  
2. Observasi 
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek 
penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat 
mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara 
jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan 
khususnya pelayanan surat izin usaha perdagangan di kabupaten 
Pinrang. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara 
mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian 





III.6  Informan Penelitian  
 Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini 
di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam proses 
pelaksanaan perizinan di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang.  
 Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. 
Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan 
tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki 
informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.  Adapun yang 
menjadi informan dalam penelitian ini adalah:  
a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang.  
b. Pegawai Badan Pelayanan Perrizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang.  
c. Masyarakat Kabupaten Pinrang yang melakukan proses permohonan Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal (BP2TPM).  
III.7  Teknik Analisis data 
Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2011:244) mendefinisikan analisis 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 
hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 
mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 
Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai 
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data 
reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. (Sugiyono, 
2011:334) 
Menurut Craswell (2010:276), analisis data dalam penelitian kualitatif 
meliputi: 
1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini 
melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data 
lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam 
jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi (informan). 
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adakah membangun 
general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan 
maknanya secara keseluruhan. gagasan umum apa yang terkandung 
dalam perkataan partisipan? bagaimana nada gagasan tersebut? 
bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas dan penuturan informasi 
itu? pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-
catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang 
diperoleh 
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Menurut Rossman & 
Rallis dalam Craswell (2010:276), coding merupakan proses mengolah 
materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. 
langkah ini melibatkan bebrapa tahap, yaitu: 
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a) mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan 
selama proses pengumpulan 
b) mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar tersebut kedalam 
kategori-kategori 
c) melabeli kategori tersebut dengan istilah-istilah khusus yang 
seringkali didasarkan pada istilah partisipan. 
III.8  Fokus Penelitian 
Fokus Penelitian ini adalah :  
1) Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat maupun Daerah, dan di 
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau 
jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
2) Akuntabilitas berarti para pengambil keputusan dalam sektor publik, 
swasta, dan masyarakat madani memliki pertanggung jawaban 
(akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya 
kepada para pemilik (stakeholders). 
3) Teori Akuntabilitas dari Ellwood yaitu akuntabilitas proses terkait dengan 
apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah 
cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem 
informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses 
termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, 





GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah 
Kabupaten Pinrang dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal. Penulis memberikan gambaran umum, dimana sangat memberikan andil 
dalam pelaksanaan penelitian pada saat pengambilan data yang digunakan 
terhadap suatu masalah yang diteliti. Gambaran umum Kabupaten Pinrang 
mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan, kondisi sosial, kondisi 
ekonomi, serta visi misi Kabupaten Pinrang. Sedangkan gambaran umum Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
mencakup struktur organisasi, personil, sarana dan prasarana serta jenis-jenis 
perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. 
VI.1. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang 
VI.1.1 Kondisi Fisik dan Wilayah 
Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah dari 23 Kabupaten/Kota di 
Sulawesi selatan yang letaknya berada di bagian Barat Wilayah Propinsi 
Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 182 km arah utara dari Kota Makassar 
ibukota Propinsi Sulawesi selatan berada pada posisi letak geografis yaitu LS 
4010’30”- 30019’13”BT119026’30”–119047’20”. Kabupaten Pinrang memiliki luas 
wilayah 196.177 Ha atau dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Selatan      : Kotamadya Pare-pare  
Sebelah Barat          : Kabupaten Polewali dan Selat Makassar  
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Sebelah Utara          : Kabupaten Toraja  
Sebelah Timur         : Kabupaten Enrekang dan Sidenreng     
    Gambar IV.1 














Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang 
memiliki luas wilayah secara keseluruhan 1961,77 Km terbagi menjadi 12 
Kecamatan yang meliputi 108 desa/kelurahan yakni 39 kelurahan dan 65 desa.  
Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang yaitu Kecamatan 
Suppa, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro 
Bulu, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, 
Kecamatan Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, 
Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Lembang. Kecematan Lembang 
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merupakan Kecamatan terluas dengan luas sekitar 733,09 Km, sementara 
Kecamatan Paleteang merupakan kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 
37,29 Km dari luas Kabupaten Pinrang. Wilayah daratan Kota Makassar dirinci 
menurut Kecamatan dapat dilihat pada persentase berikut : 
Gambar IV.2 










Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2014 
 
Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang bervarisasi antara 0-
2000 m dari permukaan laut, yaitu (0-49 m) : 434,29 Km (10,10%) lebih dari 400 
m : 1122,69 Km2(57,23%). . sedangkan Iklim berdasarkan klasifikasi Schimidt 
dan Ferguson (1951) beriklim tropis tipe : A,B,C2,C2,DI DAN E1. Temperatur 
rata-rata harian berkisar antara 20C sampai 34C  terendah pada hari pukul  




VI.I. 2 Kependudukan 
Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil proyeksi 
berjumlah 361.293 jiwa, yakni 175.115 laki-laki dan 186.178 perempuan yang 
tersebar di 12 Kecamatan. Keseluruhan penduduk Kabupaten Pinrang adalah 
Warga Negara Indonesia. Secara umum penduduk Kabupaten Pinrang dari 
tahun ke tahun semakin meningkat, terlaihat pada gambar menunjukan bahwa 
tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2013 adalah 184jiwa/km 
lebih meningkat dari tahun sebelumnya. 
Gambar IV.3 
Banyaknya Jumlah Penduduk Dirinci Tiap Tahun di Kabupaten Pinrang 









     Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2014 
VI.I.3 Kondisi Ekonomi 
       Pembangunan ekonomi Kabupaten Pinrang selama ini telah menunjukkan 
kemajuan yang cukup signifikan yang dapat disorot dari beberapa indikator 
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ekonomi makro terutama dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 
pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 
salah satu cerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai 
keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu 1 (satu) 
tahun di wilayah tersebut. Pada sisi PDRB, kenaikan yang cukup berarti dapat 
dilihat baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Kenaikan tersebut 
dapat kita amati pada tabel berikut : 
Tabel IV.1. 















Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2014 
58 
 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang atas dasar 
harga konstan 2000 padatahun 2013 sebesar Rp. 3 137,43 milyar atau naik 
sebesar 6,81 persen lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB tahun sebelumnya, 
namun pertumbuhan ini lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, sebesar 8,27 
persen. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2013, 
diantaranya adalah sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, sektor Pertambangan dan 
Penggalian, sektor Bangunan, sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor 
Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan. Pada umumnya, pertumbuhan sektor-sektor dalam PDRB tahun 
2014 di atas angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang, kecuali untuk 
sektor Pertanian dan sektor Jasa-jasa. 
VI.I.4 Visi Misi Kabupaten Pinrang 
Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. 
Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus 
merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Visi Kabupaten 
Pinrang, yaitu ”Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui penataan program 
pembangunan pro rakyat menuju terciptanya kawasan agropolitan yang 
didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah”  Visi tersebut 
dijabarkan dalam misi Kabupaten Pinrang sebagai berikut :  
i. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang professional  
ii. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang berwawasan 
lingkungan dan memperkuat agribinis dan agroindustri  
iii. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal  
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iv. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan 
v. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta 
infrastruktur terutama pada sektor pertanian.  
vi. Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan pancasila dan 
budaya lokal  
vii. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum 
VI.2. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang  dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang 
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. Memiliki tugas 
melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang perizinan 
usaha dan perizinan non usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kabupaten Pinrang bidang Pelayanan 
Perizinan dan Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pinrang melalui 
Sekretaris daerah. Badan yang awal mulanya pada tahun 2010 bernama Kantor 




Seiring berjalannya waktu Pemerintah Kabupaten Pinrang meyadari 
bahwa kebutuhan masyarakat kabupaten Pinrang akan jasa layanan publik 
semakin tinggi dan kompleks. Akhirnya atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten 
Pinrang membentuk Pusat Pelayanan Publik dengan sistem satu atap dan 
mengintegrasikan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di dalamnya yang 
kemudian disempurnakan menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang yang membawahi 76 jenis perizinan. 
Empat jenis pelayanan yangdi integrasikan dalam Pusat Pelayanan Publik 
Kabupaten Pinrang yaitu :  
1. Pelayanan Perizinan Terpadu  
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil  
3. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa  
4. Pelayanan Ketenaga Kerjaan.   
IV.2.1 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang  
Organisasi merupakan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata 
hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang 
bekerjasama secara teratur untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan yang 
telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, perlunya struktur dalam suatu 
organisasi adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan 
tiap-tiap personil dalam organisasi, tugas-tugas yang harus dilaksanakan serta 
wewenang dan tanggung jawab. 
Organisasi merupakan perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian yang 
saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui 
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kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Adapun susunan organisasiBadan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrangterdiri atas : 
a. Kepala Badan; 
b. Bagian Tata Usaha : 
1. Sub Bagian Perencanaan; 
2. Sub Bagian Keuangan; dan 
3. Sub Bagian Umum. 
c. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha; 
d. Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha; 
e. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pelayanan Penanaman Modal : 
1. Sub Bidang Pengelolaan Data, Pelaporan dan Informasi; dan 
2. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal. 
f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal : 
1. Sub Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Promosi Penanaman 
Modal; dan 
2. Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal. 
g. Tim Teknis; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Eselon jabatan adalah sebagai berikut : 
 Kepala Badan adalah jabatan Eselon II.b 
 Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon III.a 







 Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon 
IV.a 
Berikut ini gambar struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.  
 
Gambar IV.4 
Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 































Sumber : BP2TPM Kabupaten Pinrang Tahun 2014 
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IV.2.2 Personil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang 
     IV.2.2.1 Aparat Pelayanan Perizinan 
  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal  
 Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang didukung oleh aparatur 
 pelayanan perizinan  dengan jumlah personil sebanyak 25 (dua puluh 
 lima) orang terdiri dari 13 (tiga belas) orang pejabat struktural dan 12 
 (dua belas) orang pelaksana, dengan perincian sebagai berikut : 
Tabel IV.2  
Tingkat Pendidikan Personil pada (BP2TPM) Kabupaten Pinrang. 
No Pendidikan Jumlah 
1. Pascasarjana (S2) 4 
2. Sarjana (S1) 12 
3. Diploma 3 (D3) 2 
4. SLTA 8 
Jumlah 26 
              Sumber : BP2TPM Kabupaten Pinrang Tahun 2014 
 Tingkat pendidikan personil pada Badan Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang memiliki beragam tingkat dari 
SLTA sampai Pascasarjana. Tingginya derajat tingkat pendidikan yang 
dimiliki oleh aparat birokrasi sangat mempengaruhi penyelengaraan 
layanan yang diberikan oleh masyarakat karena lebih terdidik melalui 
latar belakang tingkat pendidikan akhir dan melalui pelatihan yang 
diterima selama menjadi pemberi layanan serta jenis disiplin ilmu yang 




Disiplin Pendidikan Personil pada BP2TPM Kabupaten Pinrang. 
No Disiplin Jumlah 
1. Teknik  2 
4. Ilmu Ekonomi / Manajemen 7 
5. Teknik Informatika 2 
6. Perikanan 1 
7. Pertanian 1 
8. Ilmu Pemerintahan 3 
Jumlah 16 
              Sumber : BP2TPM Kabupaten Pinrang Tahun 2014 
          IV.2.2.2 Tim Teknis 
  Untuk membantu pelaksanaan pelayanan perizinan, maka melalui 
 Surat Tugas Bupati Diangkat Tim Teknis yang merupakan pejabat Satuan 
 Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan 
 kemampuan sesuai dengan bidangnya dan dikoordinasikan oleh Kepala 
 Kantor. Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran 
 pertimbangan diterima atau ditolaknya suatu permohonan yang 
 mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan membuat berita acara 
pemeriksaan serta membuat analisis/ kajian sesuai bidangnya; 
b. Memberikan rekomendasi teknis dan Membuat Nota Hitung sebagai 
dasar pengenaan retribusi daerah 
c. Mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan 




Personil Tim Teknis BP2TPM Kabupaten Pinrang 
No Kualifikasi/Golongan Jumlah 
1. Golongan II/a 2 orang 
2. Golongan III/a 3 orang 
3. Golongan III/b 2 orang 
4. Golongan III/c 10 orang 
5. Golongan III/d 4 orang 
Jumlah 21 orang 
     Sumber : BP2TPM Kabupaten Pinrang Tahun 2014 
IV.2.3. Jenis-jenis Perizinan di BP2TPM Kabupaten Pinrang 
Melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, Bupati Pinrang melakukan 
pendelegasian kewenangan untuk mengelola 76 (tujuh puluh enam) jenis izin 
yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) izin usaha dan 32 (tiga puluh dua) jenis 
izin non usaha yaitu sebagai berikut : 
a) Izin Usaha : 
1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; 
2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; 
3) Tanda Daftar Gudang (TDG) ; 
4) Tanda Daftar Industri (TDI) ; 
5) Izin Usaha Industri (IUI) ; 
6) Izin Usaha Toko (IUT) Modern ; 
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7) Izin Usaha Pertambangan (IUP) ; 
8) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ; 
9) Surat Izin Lokasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk 
Umum (SPBU); 
10) Izin Trayek/Kartu Pengawasan ; 
11) Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP) ; 
12) Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU-TP) ; 
13) Izin Usaha Penggilingan Padi,Huller dan Penyosongan Beras ; 
14) Izin Usaha Obat Hewan ; 
15) Izin Usaha Budidaya Peternakan ; 
16) Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) ; 
17) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 
18) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 
19) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); 
20) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan Ikan; 
21) Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 
22) Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani; 
23) Izin Usaha Pariwisata; 
24) Izin Usaha Rumah Makan; 
25) Izin Usaha Katering; 
26) Izin Industri Rumah Tangga Pangan; 
27) Izin Usaha Restoran; 
28) Izin Usaha Hotel; 
29) Izin Usaha Penginapan/Villa; 
30) Izin Usaha Wisma; 
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31) Izin Usaha Kafetaria; 
32) Izin Usaha Salon Kecantikan; 
33) Izin Usaha Perdagangan Umum; 
34) Izin Usaha Percetakan dan Sablon; 
35) Izin Apotik; 
36) Izin Toko Obat; 
37) Izin Penyelenggaraan Optikal; 
38) Izin Klinik; 
39) Surat Izin Terdaftar Depot Air Minum; 
40) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi; 
41) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan 
Produksi; 
42) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); 
43) Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha; dan 
44) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional. 
b) Izin Non Usaha 
1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
2) Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 
3) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA); 
4) Surat Izin Kerja (SIK) Apoteker; 
5) Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Teknis Kefarmasian; 
6) Surat Izin Kerja Perawat; 
7) Surat Izin Kerja Perawat Gigi; 
8) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR); 
9) Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO); 
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10) Surat Izin Praktik (SIP) Dokter; 
11) Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi; 
12) Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis; 
13) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP); 
14) Surat Izin Kerja Bidan (SIKB); 
15) Surat Izin Praktik Bidan (SIPB); 
16) Surat Izin Praktik Fisoterafis (SIPF); 
17) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT); 
18) Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT); 
19) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal; 
20) Izin Penggunaan Pelataran/Jalan; 
21) Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Radio; 
22) Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio/TV; 
23) Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi; 
24) Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum; 
25) Izin Reklame; 
26) Izin Penyimpanan sementara limbah B3; 
27) Rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup); 
28) Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (SPPL); 
29) Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); 
30) Rekomendasi Paspor TKI; 
31) Izin Pengumpulan Uang atau Barang; dan 
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32) Rekomendasi Izin Undian. 
IV.2.4. Sarana dan Prasarana di BP2TPM Kabupaten Pinrang 
IV.2.4.1 Sarana Fisik & Barang Cetak Pelayanan 
Sarana fisik Ruang pelayanan perizinan yang berada di Jalan Jend. 
Sukawati No. 40 Kabupaten Pinrang, terdiri dari : 
a. Ruang Tunggu 
b. Sarana informasi  
c. Ruang Rapat 
d. Ruang satuan Pengamanan 
e. Loket Kasir 
f. Loket Informasi 
g. Loket Pengaduan 
h. Loket Pendaftaran 
i. Data Entry/Ruang Proses Izin (back office) 
j. Ruang Kepala Badan dan Kepala Bidang 
Sarana barang cetak sebagai sarana informasi tentang pelayanan perizinan 
kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha, pada meja informasi telah 
dilengkapi dengan Brosur/Leaflet mencakup jenis-jenis perizinan dan Buku 
Panduan Pelayanan perizinan sebagai pedoman bagi aparatur pelayanan 
perizinan dalam memberikan informasi tetang proses perizinan. 
IV.2.4.2 Prasarana Pelayanan 
Prasarana pendukung Pelayanan perizinan pada saat ini yaitu : 
a. 21 unit persoanal komputer pada setiap loket; 
b. 2unit Komputer Notebook 
c. 1 unit  Komputer Server 
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d. 5 unit printer 
e. 1 LCD Proyektor 
f. 2 unit TV LCD 32 Inc 
g. 1 unit kendaraan roda empat 
h. 1 buah external harddisk 500 GB 
i. 8 Unit Air Conditioning (AC) 
j. WebSite Pelayanan Perizinan dengan alamat situs 
http:/www.bp2tpm.pinrangkab.go.id  
k. 1 unit fasilitas LAN di lingkungan BP2TPM Kabupaten Pinrang  
l. 1 Unit Wireless  Toa. 
IV.2.5   Waktu dan Biaya Pelayanan Perizinan pada BP2TPM Kabupaten 
Pinrang 
Waktu dan biaya pelayanan perizinan pada pada Badan Pelayanan 
Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang yang dikelola berdasarkan 














Waktu dan Biaya Pengurusan untuk Setiap Izin pada (BP2TPM) 
NO. JENIS IZIN WAKTU BIAYA 
A. PERIZINAN USAHA 
1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; 2 Hari Kerja Gratis 
2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; 2 Hari Kerja Gratis 
3 Tanda Daftar Gudang (TDG) ; 5 Hari Kerja Gratis 
4 Tanda Daftar Industri (TDI) ; 5 Hari Kerja Gratis 
5 Izin Usaha Industri (IUI) ; 5 Hari Kerja Gratis 
6 Izin Trayek/Kartu Pengawasan ; 2 Hari Kerja Ket. 3 
7 Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha; 5 Hari Kerja Ket. 1 
B. PERIZINAN NON USAHA 
1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 7 Hari Kerja Ket. 2 
2 Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 3 Hari Kerja Gratis 
3 Izin Kesehatan : 7 Hari Kerja Gratis 
4 Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal; 5 Hari Kerja Gratis 
5 Rekomendasi : 7 Hari Kerja Gratis 
6 Izin Reklame; dan 2 Hari Kerja Gratis 
7 Izin Lingkungan : 14 Hari Kerja Gratis 
C. PERIZINAN PENANAMAN MODAL 
1 Pendaftaran Penanaman Modal ; 1 Hari Kerja Gratis 
2 Izin Prinsip Penanaman Modal ; 3 Hari Kerja Gratis 
3 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 3 Hari Kerja Gratis 
4 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 3 Hari Kerja Gratis 
5 Izin Usaha; 3 Hari Kerja Gratis 
6 Izin Usaha Perluasan; 5 Hari Kerja Gratis 
7 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger); dan 3 Hari Kerja Gratis 
8 Izin Usaha Perubahan 3 Hari Kerja Gratis 
D. NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL 
1 Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal kepada PTSP BKPM  3 Hari Kerja Gratis 
2 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 3 Hari Kerja Gratis 
3 Layanan informasi penanaman modal; 3 Hari Kerja Gratis 
4 Layanan pengaduan masyarakat di bidang penanaman Modal 3 Hari Kerja Gratis 
5 Insentif daerah dan atau kemudahan penanaman modal di Daerah 3 Hari Kerja Gratis 






Keterangan : Untuk retribusi perizinan diatur dalam perda sebagai berikut : 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Izin Gangguan; 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 08 Tahun 2011 tentang 
Retribusi izin Mendirikan Bangunan 
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 






















HASIL DAN PEMBAHASAN 
V.1   Akuntabilitas Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
 Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu 
ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan 
pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di 
masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders. Nilai dan norma pelayanan 
pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut di antaranya, meliputi 
transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakkan hukum, hak asasi 
manusia, orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat 
pengguna jasa (Agus Dwiyanto, 2008 ; 57). 
 Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan perwujudan dari fungsi 
aparatur negara sebagai abdi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi 
aparatur negara karena dapat menjadi tolak ukur langsung oleh masyarakat 
dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka 
mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan 
sistem pelayanan terpadu.  
 Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat dapat 
memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan 
jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki. Melalui persyaratan yang jelas 
regulasi yang tepat, mekanisme yang sederhana, ketepatan waktu dan 
pembiayaan yang wajar dan terbuka maka proses penyelenggaran pelayanan 
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perizinan di Kabupaten Pinrang menjadi lebih sederhana dan lebih mudah 
dipahami oleh masyarakat. Disamping itu akan menjadi salah satu indikator 
dalam keberhasilan Pemerintah Daerah menjalankan fungsinya sebagai abdi 
negara maupun sebagai abdi msyarakat. 
 Terdapat beberapa produk yang dihasilkan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diantaranya adalah Izin Usaha 
Perdagangan. Mutu dari produk yang dihasilkan tergantung pada tingkat 
kepuasan masyarakat pengguna jasa atau publik yang dipengaruhi oleh baik 
buruknya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
yang ditunjukkan melalui pelayanan yang akuntabel. 
 Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan pembuatan izin usaha 
perdagangan yang peningkatannya sangat signifikan. Ini disebabkan karena 
semakin besarnya keinginan masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan 
sendiri melalui usaha perdagangan. Berikut disajikan data perkembangan 
pembuatan surat izin usaha perdagangan. 
Tabel V.1 
Jumlah Penerbitan Izin pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang. 
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 
2.288 5.452 4.409 4.543 5.258 
Sumber : BP2TPM Kabupaten Pinrang Tahun 2014 
 Dari data di atas, nampak bahwa permintaan pembuatan Izin pada 
BP2TPM Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan 
yang cukup signifikan. Adapun hasil rekapitulasi izin pada tahun 2014 penerbitan 
izin di bidang usaha, dengan rincian sebagai berikut : 
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Sumber : BP2TPM Kabupaten Pinrang Tahun 2014 
  
Tabel V.1. Jumlah Penerbitan Izin di Bidang Usaha  
                
No Jenis Izin 
Jumlah Penerbitan Izin 
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sep Okto Nov Des Total s.d 
Bln Ini 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 
               BIDANG USAHA                           
1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 82 94 87 65 86 89 56 70 77 65 57 68 896 
  
a.   SIUP Mikro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b.  SIUP Kecil 82 89 86 63 85 86 53 70 73 62 56 68 873 
c.  SIUP Menengah 0 5 1 2 1 3 3 0 3 3 1 0 22 
d. SIUP Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 82 94 86 64 86 90 56 71 77 63 57 69 895 
  
a.  PT 1 6 1 0 4 4 2 2 4 2 1 1 28 
b. CV 7 24 13 7 18 15 8 11 11 7 10 11 142 
c.  Firma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d. Koperasi 0 0 3 2 1 0 2 0 1 0 2 2 13 
e. PO 74 64 69 55 63 71 44 58 61 54 44 55 712 
f. BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Tanda Daftar Gudang (TDG) 3 1 2 1 2 0 0 1 3 2 3 0 18 
4 Tanda Daftar Industri (TDI) 10 15 12 8 8 11 4 4 12 9 9 4 106 
5 Izin Usaha Industri (IUI) 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 3 0 10 
6 Izin Trayek/Kartu Pengawasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha 79 96 91 68 84 90 56 69 81 70 58 71 913 
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 Untuk memuaskan masyarakat yang ingin membuat izin usaha tentunya 
dibutuhkan akuntabilitas dalam hal pemberian pelayanan serta  peningkatan 
pelayanan melalu kinerja pegawai yang akuntabel, transparan, tidak berbelit-
belit, juga ramah kepada pelanggan dalam hal ini masyarakat pemohon 
pembuatan izin usaha perdagangan. 
 Penyelenggaraan pelayanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) di Kabupaten Pinrang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal secara nasional dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu pasal 6: “Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan 
penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala PPTSP untuk 
mempercepat proses pelayanan”. Pasal di atas menjadi dasar kepada Bupati 
Kabupaten Pinrang untuk mendelegasikan penandatanganan perizinan dan non 
perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang, sebagai lembaga yang meyelenggarakan pelayanan 
terpadu satu pintu. 
 Untuk membuat usaha perdagangan, masyarakat harus memiliki 
melaporkan usaha yang dimilikinya agar diberikan izin usaha sebagai payung 
hukum dari pemerintah setempat. Jika tidak, usaha yang dimiliki dinyatakan tidak 
legal. Hal ini tidaklah diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Pinrang yang telah 
memiliki kesadaran tinggi akan konsekuensi tersebut. 
 Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui akuntabilitas 
pelayanan publik yang terjadi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal khususnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang 
termasuk dalam kategori akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood yang terkait 
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dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah 
cukup baik dan dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan yang 
cepat, responsif dan murah biaya. 
 Hal ini dapat di gambarkan melalui proses pengurusan yang harus dilalui 
oleh masyarakat pengguna jasa seperti persyaratan, mekanisme, jangka waktu 
dan biaya yang di pergunakan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP). 
V.2 Proses Pengurusan Izin Usaha Perdagangan di BP2TPM Kabupaten 
Pinrang 
Meningkatkan kualitas layanan dan memberikan akses yang lebih luas 
kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik adalah tujuan dari 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang. Semua tugas dan kewajiban yang menyangkut pelayanan terhadap 
publik menjadi tanggungjawab setiap pegawai di BP2TPM demi terwujudnya 
motto kepuasan masyarakat yang menjadi tujuan utama pelayanan yang 
diberikan. 
Dalam penyelenggaraan pelayanan khususnya pemberi layanan perizinan, 
sebelum di prosesnya izin yang diajukan masyarakat,  maka penyedia layanan 
dalam hal ini pemerintah perlu menetapkan prosedur yang merupakan 
ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi pemohon dan persyaratan yang harus 
dijalankan, mulai dari pendaftaran sampai dengan diterbitkannya atau 






V.2.1 Persyaratan Pengurusan Izin Usaha di BP2TPM Kabupaten Pinrang 
V.2.1.1  Persyaratan Umum Pengurusan Izin Usaha 
Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, syarat dalam 
penyelenggaraan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang untuk persyaratan umum setiap 
pengurusan izin pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang adalah: 
1. Mengajukan Permohonan Surat Izin yang hendak di urus ditujukan 
kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
dengan materai Rp. 6.000,- 
2. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala 
Lingkungan/Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan Camat 
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
4. Fotocopy Bukti Pelunasan SPPT PBB Tahun berjalan 
5. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat 
6. Akta pendirian perusahaan (Khusus untuk Usaha Usaha yang berbadan 
hukum) 
7. Rekomendasi dari instansi teknis (Khusus usaha tertentu) 
8. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) mengenai batas-batas dan garis 
sempadan bangunan (Khusus IMB) 
9. Gambar rencana bangunan 2 (dua) rangkap  (Khusus IMB) 





V.2.1.2  Persyaratan Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  
1. Mengisi formulir permohonan SIUP yang ditujukan kepada Bupati Pinrang 
Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang dengan materai Rp. 6000,- 
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab 
perusahaan;  
3. Fotocopy NPWP perusahaan;  
4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat Izin Gangguan.  
5. Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;  
6. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat;  
7. Akta pendirian perusahaan (khusus untuk usaha yang berbadan hukum);  
8. Rekomendasi dari Instansi teknis (khusus usaha tertentu);  
9. Foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 
sebanyak 9 (empat) lembar. 
Permohonan untuk pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan: 
1) Mengisi formulir pendaftaran ulang SIUP yang ditujukan kepada Bupati 
Pinrang Cq. Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dengan materai Rp. 6000,-;  
2)  SIUP asli;  
3) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas);  
4)  Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;  
5) Foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 





Permohonan perubahan izin usaha perdagangan (SIUP):  
1) Mengisi formulir perubahan SIUP yang ditujukan kepada Bupati Pinrang 
Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang dengan materai Rp. 6000,-  
2) SIUP asli;  
3) Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus perseroan terbatas);  
4) Data pendukung perubahan;  
5) Foto berwarna pemilik atau penenggungjawab perusahaan ukuran 3x4 
sebanyak 4 (empat) lembar.  
Pelayanan perizinan merupakan salah satu bagian penting dalam sektor 
pelayanan publik di Kabupaten Pinrang mengingat cukup tingginya kebutuhan 
masyarakat atas izin usaha perdagangan (SIUP). Oleh karena itu, Pemerintah 
Kabupaten Pinrang melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal dituntut bukan hanya mampu menyelenggarakan namun 
dapat lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan proses permohonan 
perizinan.  
Syarat penyelenggaraan perizinan merupakan hal pertama yang harus 
dipenuhi masyarakat agar permohonan izin yang diajukan kepada Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dapat 
diproses. Jadi sudah seharusnya syarat ini harus ada, tetapi bukan untuk 
memberatkan masyarakat. 
Terlalu rentannya praktik-praktik penipuan dan percaloan disektor 
pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan memang menjadi masalah 
dalam upaya menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Seperti yang 
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diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha Bapak 
Pasannangi, SE. Ak: 
“Syarat-syarat perizinan di BP2TPM kami harap dapat menunjukkan 
kepada masyarakat bahwa syarat penyelenggaraan perizinan tidak lagi sulit 
seperti dulu, hanya mencantumkan beberapa persyaratan tentang data diri 
dan foto serta berkas-berkas lainnya sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan segala 
permohonan perizinan sendiri tanpa melalui calo lagi”. (Wawancara tanggal 
29 Desember 2014). 
Berbagai kemudahan yang diberikan dalam hal persyaratan maupun 
prosedur penyelenggaraan perizinan ini tentu dapat memberikan dorongan positif 
bagi masyarakat, agar lebih memberikan kepercayaan kepada pihak 
penyelenggara perizinan untuk memberikan layanan yang lebih responsif, dalam 
hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang. 
Berkaitan dengan hal tesebut, penulis melakukan wawancara dengan 
beberapa masyarakat yang ingin mengurus izin usahanya, berikut petikan 
wawancaranya: 
“...Beberapa bulan lalu saya urus izinnya susah, karena foto-foto yang 
dibutuhkan terlalu banyak jadi saya bola-balik untuk melengkapi” 
(Pengguna jasa, 24 Januari 2014) 
“...Waktu saya mengurus surat izin tidak sesulit yang saya  bayangkan, 
karena persyaratan yang ditentukan tidak berbeli-belit” (Pengguna jasa atas 
usaha peralatan pramuka, 26 Desember 2014). 
 “...Syarat yang ditetapkan menurut saya bermacam-macam karena untuk 
membuka rumah makan ini memerlukan rekomendasi dari dinas kesehatan 
dan persyaratan lainnya yang sangat menyulitkan” (Pengguna jasa atas 
usaha rumah makan, 26 Desember 2014). 
 “...Saya di wajibkan meminta rekomendasi dan tanda tangan dari kepala 
lingkungan dan lurah setempat, belum lagi tanda tangan tetangga-tetangga 
dan sangat sulit mendapatknya. Akibatnya saya harus kesana kemari untuk 
memenuhi persyaratnya” (Pengguna jasa, 5 januari 2015) 
“...Rekomendasi lurah dan camatnya yang bikin ribet persyatannya, jadi 
membutuhkan waktu lama” (Pengguna jasa, 9 januari 2015) 
 
Dari petikan wawancara diatas idealnya aparat pemberi layanan yang 
bertugas di bagian informasi cenderung harus lebih aktif untuk memberikan 
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informasi akurat dan mendetail tentang persyaratan atau prosedur pembuatan 
surat izin usaha perdagangan (SIUP) kepada masyarakat penerima layanan.  
Kewajiban untuk memperoleh rekomendasi atau tanda tangan dari 
pemerintahan setempat adalah hal mutlak yang harus dipenuhi mengingat 
secara administratif wilayah tempat akan mendirikan usaha adalah wewenang 
Lurah/Kepala Desa dan Camat. Adapun pendapat yang dikemukakan Kepala 
Bidang Pelayanan Perizinan Usaha Bapak Pasannangi, SE. Ak mengenai 
persyaratan yang telah ditetapkan: 
“... Berbicara mengenai persyaratan yang ditetapkan oleh kami sebenarnya 
betul-betul menjadi kebutuhan berkas untuk melengkapi permohonan izin 
yang di ajukan oleh pemohon. Juga ada regulasi yang mengatur hal 
tersebut, sehingga kami tidak punya wewenang untuk mendesak atau 
mempercepat Lurah/Kepala Desa dan Camat atau dinas-dinas terkait untuk 
mengeluarkan rekomendasi dan memberikan tanda tangan, rekomendasi 
tersebut sepenuhnya adalah hak dari Pemerintahan setempat. Jika 
memang dirasa tidak layak maka jelas tidak akan ada rekomendasi atau 
izin yang keluar. Namun jika memang masyarakat merasa ada keganjilan 
dalam pemenuhan syarat atas izinnya kami sudah menyediakan bagian 
layanan pengaduan”. (Wawancara tanggal 6 Januari 2015). 
Dari pengamatan dan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis, 
Melihat bahwa prosedur/persyaratan yang harus dilalui oleh masyarakat 
pengguna jasa izin usaha, mereka menyatakan pendapat yang ditetapkan 
pelayanan dengan berbagai variasi. Namun, dominan mengatakan agak berbelit-
belit dan terasa memberatkan, seperti tanda tangan dan rekomendasi dari 
pejabat setempat dan dinas terkait yang tidak mudah untuk didapatkan. 
Aparat pemberi layanan harusnya memberikan penjelasan yang mendetail 
mengenai persyaratan yang diberikan kepada masyarakat yaitu seperti 
memperoleh rekomendasi atau tanda tangan dari pemerintahan setempat adalah 
hal mutlak yang harus dipenuhi mengingat secara administratif wilayah tempat 
akan mendirikan usaha adalah wewenang Lurah/Kepala Desa dan Camat. 
Sehingga perspekif masyarakat mengenai prosedur atau persyaratan diberikan, 
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masyarakat mengetahui bahwa persyaratan betul-betul menjadi kelengkapan 
berkas pemohon. Agar masyarakat merasa perlu melengkapinya dan lebih 
merasa dihargai serta merasa puas  sebagai konsumen atau penerima layanan. 
Hal ini memang dianggap perlu karena untuk membuat usaha memang 
memerlukan  izin secara langsung dari pejabat setempat  dan lingkungan sekitar, 
agar tidak menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan dan untuk menghindari 
hal-hal negatif yang memiliki konsekuensi dari usaha perdagangan yang akan 
dibuat oleh pemohon. Namun sudah menjadi kewajiban bagi aparat pemberi 
layanan untuk bukan hanya melayani tetapi juga membantu masyarakat yang 
mengajukan permohonan perizinan. 
V.2.2  Mekanisme Pengurusan Izin Usaha 
Mekanisme dalam pengurusan izin usaha berkaitan dengan pembagian kerja 
di tiap-tiap bagian, kelengkapan berkas untuk penerbitan izin dan tentu tentang 
alur/prosedur penyelengaraan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP).  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang  menetapkan standar untuk mekanisme penyelenggaraan 
perizinan. Untuk mekanisme penyelenggaraan perizinan Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal telah menentukan standar sebagai 
berikut : 
1. Pemohon mendatangi bagian informasi untuk memperoleh informasi 
seputar izin yang akan di butuhkan beserta syarat-syaratnya;  




3. Pemohon mengajukan formulir pendaftaran dan berkas permohonan di 
loket pendaftaran;  
4. Pegawai di loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan 
berkas permohonan, berkas yang lengkap akan diregistrasi dan 
selanjutnya pemberian nomor register dan tanda terima sedangkan berkas 
yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.  
5. Loket Pelayanan (Seksi Administrasi Pelayanan dan Perencanaan 
Perizinan) akan mengadakan validasi dokumen berkas, jika dinyatakan 
valid maka dijadwalkan untuk mengadakan rapat dan peninjauan lapangan 
Tim Teknis.  
6. Sub Bagian Tata Usaha membuat surat tugas peninjauan lapangan.  
7. Tim Teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat Berita Acara 
Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan mengadakan Rapat Tim Teknis, 
apabila :  
a. Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan dalam 
rekomendasi Tim Teknis.  
b. Dinyatakan tidak layak, maka berkas permohonan dikembalikan 
disertai surat alasan yang diketahui oleh Tim Teknis.  
8. Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya berupa BAPL, 
SKRD dan SSRD di Loket Pelayanan untuk diproses lebih lanjut.  
9. Selanjutnya Loket Pelayanan melakukan input data dan pencetakan 
naskah surat izin.  
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan koreksi dan paraf Surat Izin  
11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
melakukan penandatanganan surat izin.  
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12. Pemohon melakukan pembayaran Retribusi di Loket Bank Sulsel 
berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dari tim teknis.  
13. Pemohon menerima Surat Izin di Loket Penyerahan Izin. 
Gambar V.1 
Mekanisme Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 














Sumber : BP2TPM Kabupaten Pinrang Tahun 2014 
Mekanisme pelayanan perizinan dianggap telah lebih baik dibandingkan 
dengan sebelumnya yang mengharuskan masyarakat untuk mendatangi banyak 
kantor yang bisa memilki prosedur berbeda di setiap instansi. Sudah menjadi 
kewajiban bagi pegawai yang bertugas di bagian front office untuk bukan hanya 
melayani tetapi juga membantu masyarakat yang mengajukan permohonan 
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perizinan. Dalam wawancara dengan Sri Agusmawati salah seorang aparat 
pelayanan perizinan yang bertugas di bagian pendaftaran mengemukakan 
bahwa : 
“...Mekanisme pelayanan perizinan yang kami berikan sudah sangat mudah 
dan jelas, cukup dengan datang langsung di kantor kami saja masyarakat 
akan diberikan informasi-informasi yang akurat dari petugas khususnya di 
bagian informasi. Selebihnya kami yang bertugas bagian pendaftaran 
cukup memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang dilampirkan 
pemohon dalam bentuk formulir pendaftaran yang akan diberikan”. 
(Wawancara tanggal 6 Januari 2015). 
Pernyataan yang sama oleh beberapa pemohon yang mengurus surat izin 
usah perdagangan : 
“... mekanisme yang diberikan kantor ini saya rasa sudah cukup bagus, 
karena saya hanya datang ke bagian informasi setelah beberapa hari 
langsung ke bagian pendaftaran untuk mengumpulkan berkas dan 
langsung membayar ke Bank Sulselbar di kantor itu juga”. (Pengguna jasa, 
2 Januari 2015) 
“... Waktu saya mengurus siup, cukup langsung mendaftarkan diri untuk 
mengajukan perizinan, kemudian menunggu kedatangan tim teknis 
meninjau lokasi usaha. Setelah semua pengolahan dokumen yang 
dilaksanakan di BP2TPM selesai, saya juga mendatangi tempat yang sama 
untuk membayar retribusi tempat usaha berdasarkan penghitungan yang 
dilakukan oleh tim teknis, karena di kantor itu juga telah disediakan loket 
pembayaran Bank Sulselbar dan saya langsung menerima surat izin”. 
(Pengguna jasa atas usaha kedai kopi 5 januari 2015) 
Dalam mekanisme pelayanan perizinan di BP2TPM masyarakat cukup 
langsung mendaftarkan diri untuk mengajukan perizinan yang dibutuhkan, 
kemudian pemohon menunggu kedatangan tim teknis untuk meninjau lokasi 
bangunan maupun lokasi usaha pemohon. Tim teknis juga yang menentukan 
disetujui atau ditolaknya permohonan perizinan yang diajukan oleh masyarakat. 
Setelah semua pengolahan dokumen yang dilaksanakan di BP2TPM selesai, 
pemohon cukup mendatangi tempat yang sama untuk membayar retribusi 
bangunan atau tempat usahanya berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh 
tim teknis, karena di dalam BP2TPM sendiri telah disediakan loket pembayaran 
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Bank Sulselbar. Setelah itu masyarakat dapat mengambil surat izin usaha 
perdagangan (SIUP) yang mereka butuhkan di loket penyerahan izin. 
Dari hasil observasi langsung yang dilakukan, menunjukkan bahwa 
mekanisme yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang pada masyarakat dianggap telah lebih baik dan cukup 
jelas. Karena masyarakat di arahkan oleh petugas pemberi layanan untuk 
mengurus dan menjalankan mekanisme yang diberikan. Berbagai dampak positif 
yang ditunjukkan kepada pengguna jasa merupakan peningkatan yang signifikan 
mengenai mekanisme yang diberikan oleh aparat pemberi layanan. 
 Peran masyarakat sebagai pengguna jasa juga turut mendukung 
perbaikan pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang. Melalui mekanisme yang 
lebih mudah dan sederhana ini masyarakat di harap tidak akan menghadapi 
kesulitan lagi dalam memperoleh izin yang dibutuhkan. 
V.2.3 Jangka Waktu Pengurusan Izin Usaha  
Jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman modal (BP2TPM) sudah sangat jelas yaitu hanya membutuhkan 
waktu 2 hari untuk pengurusan pelayanan perizinan khususnya Surat Izin Usaha 
Perdangan (SIUP) sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dikelola 
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012. Namun, syarat dan 
mekanisme tentu akan berimbas pada waktu untuk menyelesaikan proses 
perizinan yang dibutuhkan. 
Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan yaitu mulai 
dari pendaftaran dan dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau 
persyaratan administratif sampai dengan selesainya surat izin usaha 
perdagangan yang diminta oleh pemohon. Tentunya keinginan masyarakat 
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adalah memperoleh perizinan yang dibutuhkannya secepat mungkin diproses 
oleh aparat pemberi layanan sesuai harapannya.  
Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Non Usaha Bapak Andi Askari, 
S.Pi. M.Si. menyatakan : 
“... Waktu untuk memproses izin masyarakat bisa melihat sendiri standar 
waktu yang kami pajang di bagian depan kantor. Kalau masyarakat merasa 
kurang jelas mengenai informasi tersebut, masyarakat dapat menanyakan 
langsung pada pegawai di bagian front office”. (Wawancara tanggal 6 
Januari 2015). 
Tabel V.2. 
Jangka waktu pengurusan Izin Usaha di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
NO. JENIS IZIN WAKTU 
PERIZINAN USAHA   Gratis 
1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; 2 Hari Kerja 
2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; 2 Hari Kerja 
3 Tanda Daftar Gudang (TDG) ; 5 Hari Kerja 
4 Tanda Daftar Industri (TDI) ; 5 Hari Kerja 
5 Izin Usaha Industri (IUI) ; 5 Hari Kerja 
6 Izin Trayek/Kartu Pengawasan ; 2 Hari Kerja 
7 Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha; 5 Hari Kerja 
Sumber : BP2TPM Kabupaten Pinrang Tahun 2014 
Namun, waktu pengurusan\penyelesaian surat izin usaha yang telah 
ditetapkan tidak sesuai dengan prosedur. Masih sering terjadi keterlambatan 
dalam arti tidak tepat waktu. Berikut adalah hasil wawancara langsung dari 
masyarakat mengenai waktu pengurusan perizinan: 
“...Waktu saya mengurus, saya menunggu 1 minggu lebih baru bisa 
selesai” (pengguna jasa, 22 Desember 2014). 
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“...Bulan lalu saya urus SIUP, pengurusannya tidak terlalu lama hanya 
sekitar 3 hari karena kantornya berdekatan dengan rumah saya” (pengguna 
jasa atas usaha rumah makan, 26 Desember 2014). 
“...Katanya urus izinnya cuman 2 hari di papan, tapi saya 2 kali bolak-balik 
kesini baru selesainya 5 hari” (pengguna jasa, 26 Desember 2014) 
“...Saya urus surat izinnya lama, sekitar 1 minggu karena pengurusannya 
tidak terhitung hari libur” (pengguna jasa 2 Januari 2015). 
Dalam aturan yang ada, telah jelas bahwa dalam pengurusan 
Permohonan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah 
menetapkan bahwa proses pembuatannya yaitu 2 (dua) hari kerja. Dua hari 
tersebut mulai dari Permohonan pebuatan izin usaha hingga diterbitkannya surat 
izin tersebut. 
Dalam wawancara dengan Sri Agusmawati salah seorang aparat 
pelayanan perizinan yang bertugas di bagian pendaftaran mengemukakan 
bahwa : 
 “… Tenggang waktu pembuatan izin usaha sekitardua atau empat hari 
 kerja, itu kalau pemohon melengkapi semua persyaratan yang sudah 
 ditetapkan. Namun, kita juga melihat banyaknya berkas pemohon 
 pembuatan izin yang masuk banyak maka seringkali waktu yang 
 dibutuhkan untuk  memprosesnya lebih dari ketentuan waktu yang 
 ditetapkan”. (wawancara tanggal 6 Januari 2015) 
Ketidakpastian waktu pelayanan membuat sebagian pengguna jasa lebih 
memilih menggunakan jasa orang lain atau orang dalam yang dikenal untuk 
memudahkan dan mempercepat pengurusan pembuatan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP). Berkaitan dengan hal tesebut, penulis melakukan 
wawancara dengan beberapa masyarakat yang ingin mengurus izin usahanya, 
berikut petikan wawancaranya : 
“...kebetulan saya punya teman dikantor sana, jadi dia yang bantu saya 
waktu urus izin usaha dulu” (pengguna jasa atas usaha pakaian bayi, 24 
desember 2015). 
“...Waktu saya mau urus SIUP, saya lebih memilih meminta bantuan 
kepada orang dalam untuk menyelesaikan prosedurnya karena waktu saya 
terbatas jika ingin mengurus semuanya” (pengguna jasa atas izin usaha 
rumah makan, 26 desember 2014) 
“...saya urus izinnya dulu di uruskan sama teman saya, jadi saya tinggal 
terima jadi saja” (pengguna jasa, 2 Januari 2015) 
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Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, lamanya proses 
pengurusan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) disebabkan tidak 
lengkapnya persyaratan teknis berupa foto berjumlah banyak yang harus 
dipenuhi pemohon serta rekomendasi dari dinas-dinas terkait, kepala lurah/desa 
dan camat. Selain itu, pejabat birokrasi yang menyutujui izin tersebut terkadang 
tidak ada di tempat untuk memberikan rekomendasi dari pemohon, sehingga hal 
tersebut juga menjadi penghambat dikeluarkannya izin usaha yang diajukan oleh 
masyarakat. 
Pembentukan penyelenggaraan pelayanan pada dasarnya ditujukan 
untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang 
salah satunya adalah mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi 
tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting, seperti waktu yang 
dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi. Koordinasi 
yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat 
berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan sehingga tidak perlu lagi 
mengurus perizinannya melalui orang lain, maupun melalui calo yang selama ini 
menjadi masalah dalam pelayanan perizinan. 
V.2.4 Biaya Pengurusan Izin Usaha 
Biaya pengurusan pelayanan perizinan usaha perdagangan yang 
dimaksud di sini adalah besaran biaya administrasi yang ditetapkan untuk setiap 
pelayanan perizinan, sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang 
besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kepastian 
akan biaya pelayanan sangat penting untuk memberikan jaminan kepada 
masyarakat untuk mengurus perizinan yang dibutuhkan. 
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Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang sendiri menetapkan standar pelayanan untuk Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) dikelola berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 
2012 dapat dilihat dalam tabel berikut ini 
Tabel V.3. Biaya pengurusan izin usaha di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
NO. JENIS IZIN BIAYA 
PERIZINAN USAHA 
1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; Gratis 
2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Gratis 
3 Tanda Daftar Gudang (TDG) ; Gratis 
4 Tanda Daftar Industri (TDI) ; Gratis 
5 Izin Usaha Industri (IUI) ; Gratis 
6 Izin Trayek/Kartu Pengawasan ; Ket. 3 
7 Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha; Ket. 1 
       Sumber : BP2TPM Kabupaten Pinrang Tahun 2014 
 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa biaya pengurusan layanan untuk 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditetapkan tidak dikenakan biaya 
sama sekali atau gratis. Masyarakat juga dapat turut menghitung sendiri retribusi 
yang dikenakan untuk bangunan dan tempat usahanya tanpa perlu khawatir 
adanya biaya tambahan diluar retribusi. Keberadaan loket Bank Sulselbar di 
dalam gedung Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang juga turut membantu 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perizinan di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
Dalam wawancara dengan salah seorang aparat pelayanan perizinan yang 





“... Untuk jenis perizinan usaha perdagangan sama sekali tidak dikenakan 
biaya. Masyarakat tidak perlu khawatir karena di kantor kami telah 
tersedia tabel untuk penghitungan biaya retribusi setiap perizinan. 
Disamping itu masyarakat hanya membayar biaya retribusi seperti  izin 
tempat usaha hanya dapat dibayar diloket Bank Sulselbar bukan kepada 
petugas yang menyerahkan izin”. (Wawancara tanggal 31 Desember 
2014). 
 Standar untuk biaya pelayanan yang ditetapkan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang tentu harus 
menjadi pegangan bagi setiap pegawainya agar dapat bekerja sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Hal serupa dikemukakan oleh para pengguna izin usaha 
yang mengurus siup menyatakan bahwa:  
 “... saya urus SIUP tadi biayanya gratis, hanya izin tempat usahanya saja 
yang dikenakan retribusi sesuai dengan luas toko saya”. (Pengguna jasa, 
29 Desember 2014) 
“... waktu saya mengurus, untuk usaha konstruksi milik saya, saya 
awalnya mengira biayanya akan begitu mahal tapi saat akan mengambil 
surat izinnya tidak di kenakan biaya, hanya untuk izin tempat usaha di 
kenakan retribusi. Tidak ada biaya lain yang diminta oleh petugasnya”. 
(Pengguna jasa, 6 Januari 2015). 
Komunikasi yang baik antara petugas dan pemohon tentu akan berimbas 
terhadap tanggapan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang 
diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu sebaikanya disamping melayani 
aparat pelayanan juga dapat membantu memberikan penjelasan kepada 
masyarakat yang membutuhkan perizinan. Fenomena berbeda disampaikan oleh 
Andi Sulvia Rum aparat yang bertugas di bagian front office BP2TPM yang 
mengatakan bahwa:  
“... Sebenarnya tidak ada biaya yang ditetapkan untuk diberikan kepada 
 petugas yang menyerahkan izin. Tetapi terkadang ada masyarakat 
 yang memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- sebagai ucapan terima 
 kasih. Masih banyak juga yang memberikan uang untuk mempercepat 




 Dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis, 
menunjukkan bahwa adanya transparansi atas biaya yang dikenakan untuk 
proses pengurusan izin usaha perdagangan merupakan upaya perbaikan 
kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemberi layanan untuk membantu 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perizinan di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
Upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan tentu harus berjalan lurus 
dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti peraturan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah. Seperti halnya praktik percaloan, budaya tip dan kebiasaan 
memberi sogokan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat malah 
sebaliknya akan memberikan dampak negatif terhadap upaya pemerintah dalam 
perbaikan pelayanan publik.  
 Penyelenggaraan layanan perizinan terpadu di anggap telah memberikan 
dampak positif terhadap kesadaran masyarakat mendorong masyarakat agar 
lebih partisipatif dalam kepemilikan izin, baik usaha maupun non usaha. Penting 
keberadaannya bagi masyarakat karena sebagai identitas untuk memperoleh 
kelegalan dalam menjalankan usahanya atau sebagai payung  hukum. Di sisi lain 
tentu hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah melalui biaya retribusi atas 
perizinan yang yang di berikan. 
V.3   Pembahasan 
Akuntabilitas Pelayanan Publik 
 Akuntabilitas merupakan syarat utama terhadap terciptanya 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, dan amanah (good 
governance). Lembaga pemerintah yang berakuntabilitas publik berarti lembaga 
tersebut senantiasa mau mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang 
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dilakukannya. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai 
rasa bertanggung jawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya 
untuk kepentingan kelompok atau golongan saja.  
Sheila Elwood dalam (Manggaukang, 2006:37) mengemukakan ada 
empat jenis akuntabilitas, yaitu : 
1) Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait 
dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain 
yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk 
menjamin dijalankannya jenis auntabilitas ini perlu dilakukan audit 
kepatuhan.  
2) Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur 
yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. 
Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan 
yang cepat, responsif, dan murah biaya.  
3) Akuntabilitas program, yaitu : akuntabilitas yang terkait dengan 
perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, 
atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif 
program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang 
minimal. 
4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan 
pertanggungjawaban pemerintah daerah  terhadap masyarakat luas. Ini 
artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat 




 Pada dasarnya akuntabilitas publik terkait dengan justifikasi dan 
penjelasan tentang apa yang dilakukan. Akuntabilitas merujuk pada sumber-
sumber pengetahuan yang beragam dan terbuka tentang cara layanan yang 
dilakukan oleh instansi pemerintah berfungsi secara aktual dan gagasan tentang 
bagaimana layanan itu harus berfungsi. Selain itu akuntabilitas publik menuntut 
pengungkapan fakta secara terbuka dan debat yang terbuka antara masyarakat 
dan penyedia layanan. Konsep akuntabilitas publik, yang didasarkan pada 
gagasan tanggung jawab yang demokratis sangat penting untuk menjalankan 
pemerintahan melalui pelayanan publik yang akuntabel dan representatif dari 
keinginan masyarakat. 
 Pada bagian ini akan di bahas dan dianalisis mengenai hasil dari 
wawancara penelitian ke dalam kategori penarikan kesimpulan secara induktif. 
Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa 
akuntabiltas pelayanan publik pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
akan dianalisis menggunakan Teori Akuntabilitas dari Sheila Elwood, terkait 
dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah 
cukup baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemberian 
pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Dapat di gambar 
melalui persyaratan, mekanisme, jangka waktu dan biaya dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut : 
• Cepat : ketetapan waktu yang diinginkan tentunya secepat mungkin 
diproses oleh aparat pemberi layanan sesuai harapan. 
• Responsif : Daya tanggap yang baik sesuai dengan harapan dan 
keinginan masyarakat untuk mempermudah proses pelayanan. 
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• Murah biaya : kepastian akan biaya, pembiayaan yang wajar dan terbuka 
serta dijangkau oleh masyarakat penerima layanan. 
Indikator tersebut mencerminkan prinsip Akuntabilitas proses pelayanan 
yang harus dilakukan oleh birokrasi apabila terdapat aparat birokrasi yang tidak 
akuntabel dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa 
dan dalam menjalankan tugas pelayanan dan seberapa jauh kepentingan 
pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi. 
Pelayanan publik akan mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi apabila 
acuan utama penyelenggaraannya selalu berorientasi kepada pengguna jasa. 
Kepuasan pengguna jasa harus selalu mendapat perhatian dalam setiap 
penyelenggaraan pelayanan publik, karena merekalah penguasa sesungguhnya 
yang membiayai birokrasi melalui pajaknya. Mereka berhak atas pelayanan yang 
terbaik diberikan pelayannya yaitu birokrasi. Untuk itu acuan penyelenggaraan 
pelayanan publik harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
Masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk melakukan kontrol 
terhadap lembaga penyedia pelayanan publik yang merupakan wujud dari bentuk 
partisipasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk memeperoleh perhatian kita 
bersama, karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi lembaga 
penyedia pelayanan publik itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas 
bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama 
bagi seluruh masyarakat. 
Dalam pengurusan izin usaha perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal terdapat beberapa fenomena-fenomena yang 




V.3.1. Indikator Kecepatan 
Indikator kecepatan yang dimaksud yaitu ketetapan waktu yang diinginkan 
tentunya secepat mungkin diproses oleh aparat pemberi layanan sesuai harapan 
dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 
Fenomena yang pertama adalah mengenai ketidakjelasan waktu yang 
dibutuhkan dalam pengurusan izin usaha perdagangan. Dalam aturan yang ada, 
telah jelas bahwa dalam pengurusan izin usaha telah menetapkan bahwa proses 
yaitu 2 (dua) hari kerja. Namun, waktu pengurusan\penyelesaian surat izin usaha 
yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan prosedur, masih sering terjadi 
keterlambatan dalam arti tidak tepat waktu 
Berdasarkan hasil temuan di lokasi penelitian, lamanya proses pengurusan 
pembuatan surat izin usaha perdagangan lebih banyak disebabkan oleh syarat 
dan mekanisme yang berimbas pada waktu untuk menyelesaikan proses 
perizinan yang dibutuhkan. Seperti kewajiban untuk memperoleh rekomendasi 
atau tanda tangan kepala lingkungan, lurah/kepala desa dan camat, dan dinas-
dinas terkait serta persetujuan dari kepala kantor untuk mengeluarkan izin jarang 
ada ditempat untuk menjalankan tugasnya.  
Tentunya kondisi seperti ini dapat menimbulkan adanya rasa kurang puas 
masyarakat, sebab apapun alasan yang menyebabkan keterlambatan pelayanan 
bukanlah suatu hal yang penting bagi mereka. Yang terpenting bagi masyarakat 
adalah mereka bisa mendapatkan pelayanan yang tepat waktu. Ketidakpastian 
waktu pelayanan membuat sebagian pengguna jasa lebih memilih menggunakan 
jasa orang lain atau orang dalam yang dikenal untuk memudahkan dan 
mempercepat pengurusan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 
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Koordinasi yang lebih baik antar internal aparat pemberi layanan untuk 
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik merupakan hal yang perlu 
diperhatikan oleh aparat birokrasi. Begitu pula dengan instansi yang terkait 
dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan 
perizinan sehingga tidak perlu lagi mengurus perizinannya melalui orang lain, 
maupun melalui calo yang selama ini menjadi masalah dalam pelayanan 
perizinan. 
V.3.2. Indikator Responsif 
Indikator responsif menuntut agar aparat pemberi layanan memberikan 
pelayanan dengan daya tanggap yang baik, sesuai dengan harapan dan 
keinginan masyarakat untuk mempermudah proses pelayanan. 
Fenomena yang terjadi mengenai prosedur atau persyaratan pengurusan 
izin usaha perdagangan merupakan hal yang harus dipenuhi masyarakat agar 
permohonan izin yang diajukan dapat diproses, tetapi bukan untuk memberatkan 
masyarakat. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang mengeluhkan 
persyaratan yang diberikan. Seperti kewajiban untuk memperoleh rekomendasi 
atau tanda tangan kepala lingkungan, lurah/kepala desa dan camat, dan dinas-
dinas terkait yang tidak mudah untuk didapatkan. 
Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan  kepada 
beberapa narasumber dan observasi di lapangan, penulis melihat bahwa 
prosedur/persyaratan yang harus dilalui oleh masyarakat pengguna jasa izin 
usaha, mereka menyatakan pendapat yang ditetapkan pelayanan dengan 




Aparat pemberi layanan seharusnya memahami tentang akuntabilitas 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi harusnya 
memberikan penjelasan yang mendetail mengenai persyaratan yang diberikan 
kepada masyarakat, seperti memperoleh rekomendasi atau tanda tangan dari 
pemerintahan setempat adalah hal mutlak yang harus dipenuhi mengingat 
secara administratif wilayah tempat akan mendirikan usaha adalah wewenang 
Lurah/Kepala Desa dan Camat. Sehingga perspekif masyarakat mengenai 
prosedur atau persyaratan diberikan, masyarakat mengetahui bahwa persyaratan 
betul-betul menjadi kelengkapan berkas penerima layanan 
Dari fenomena diatas sesuai dengan teori Akuntabilitas proses menurut 
Sheila Elwood yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan 
tugas apakah sudah cukup baik dan dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan 
pelayanan yang responsif kepada pemberi layanan perizinan usaha 
perdagangan. Aparat pemberi layanan seharusnya memberikan pelayanan 
dengan baik dan sederhana serta membantu masyarakat untuk mempermudah 
proses pelayanan. 
Konsepsi akuntabilitas dalam ini menyadarkan kita bahwa pejabat 
pemerintah terutama tingkat pimpinan tidak hanya bertanggungjawab kepada 
otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusionalnya, tetapi juga 
bertanggung jawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, 
media massa, dan banyak stakeholders lain. Jadi, diharapkan penerapan 
akuntabilitas ini, di samping  berhubungan dengan penggunaan kebijakan 
administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan 
masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan oleh instansi yang 
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bersangkutan dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. 
V.3.2. Indikator Murah Biaya 
Kejelasan mengenai biaya yang diperlukan, pembiayaan yang wajar dan 
terbuka serta dijangkau oleh masyarakat penerima layanan serta cara dan 
tempat pembayarannya sangat penting untuk diketahui masyarakat. Dengan 
adanya transparansi informasi akan memberikan jaminan kepada masyarakat 
terhadap kepastian layanan yang akan diterima, khususnya tentang kepastian 
biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu layanan. 
Standar untuk biaya pelayanan yang ditetapkan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang tentu harus 
menjadi pegangan bagi setiap pegawainya agar dapat bekerja sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Adanya transparansi terhadap biaya pelayanan akan 
berimplikasi pada menurunnya tingkat korupsi dalam birokrasi. 
Hal ini pun dibenarkan melalui hasil wawancara penulis terhadap 
narasumber yang menujukkan bahwa mereka telah membayar biaya pembuatan 
izin usaha perdagangan sesuai dengan yang tertera di papan informasi dan 
retribusi sesuai dengan bukti pembayaran yang di berikan oleh Bank Sulselbar 
yang tempat pembayarannya sama di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas 
pelayanan publik dalam hal ini pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari fenomana-fenomena yang ada misalnya 
prosedur/persyaratan yang masih berbelit-beit dan memberatkan masyarakat 
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yang tentu akan berimbas pada waktu untuk menyelesaikan proses perizinan 
yang dibutuhkan, dan juga masih terjadinya praktek percaloan yang selama ini 
menjadi masalah dalam penyelengaraan pelayanan publik. 
Masih adanya kebiasaan masyarakat memberikan tip atau sekedar ucapan 
terima kasih atas jasa pelayananan perizinan yang diberikan oleh aparat 
pelaksana di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang tentu akan menghambat upaya menciptakan pelayanan 
perizinan yang baik dan berkualitas. Dibutuhkan persepsi yang sama baik oleh 
penyelenggara maupun aparat pelaksana untuk taat terhadap peraturan yang 
ada.  
 Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat dapat 
memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan 
jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki. Melalui persyaratan yang jelas 
regulasi yang tepat, mekanisme yang sederhana, ketepatan waktu dan 
pembiayaan yang wajar dan terbuka maka proses penyelenggaran pelayanan 
perizinan di Kabupaten Pinrang menjadi lebih sederhana dan lebih mudah 
dipahami oleh masyarakat. Disamping itu akan menjadi salah satu indikator 
dalam keberhasilan Pemerintah Daerah menjalankan fungsinya sebagai abdi 
negara maupun sebagai abdi msyarakat. 
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana pelayanan, 
dalam hal ini masih adanya beberapa kekurangan dalam kelengkapan sarana 
pelayanan maupun sarana kerja bagi pegawai di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. Hal ini tentu menjadi 
kendala untuk memaksimalkan kinerja pelayanan perizinan di BP2TPM 
Kabupaten Pinrang.  
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Selain itu, kompetensi petugas pemberi layanan juga menjadi hal penting 
dan akan sangat mempengaruhi proses pelayanan. Salah satu faktor penentu 
keberhasilan/kegagalan organisasi adalah faktor sumber daya manusia. 
Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu sumber 
daya manusianya. Organisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang 
kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang 
keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. Walaupun telah didukung dengan 
kualitas aparat yang cukup professional, namun jika melihat jumlah aparat 
pelaksana pelayanan perizinan di BP2TPM Kabupaten Pinrang yang masih 
belum mencukupi akibatnya berimbas terhadap pembagian kerja yang tidak 




















VI. 1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian penulis pada bab sebelumnya sebagai 
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas penyelenggaraan 
pelayanan pegurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten 
Pinrang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal belum sepenuhnya akuntabel dalam memberikan pelayanan. 
Prioritas kepentingan pengguna jasa belum sepenuhnya di prioritaskan. Hal ini 
berdasarkan bahwa acuan pelayanan belum berorientasi sepenuhnya kepada 
pengguna jasa. Hal ini dilihat dari prosedur/persyaratan yang masih berbelit-beit 
dan memberatkan masyarakat yang tentu akan berimbas pada waktu untuk 
menyelesaikan proses perizinan yang dibutuhkan, dan juga masih terjadinya 
praktek percaloan. 
 Solusi pelayanan yang diberikan petugas belum sepenuhnya memberikan 
kemudahan kepada pengguna jasa karena seharusnya melalui mekanisme 
pelayanan perizinan yang lebih sederhana, regulasi yang tepat, ketepatan waktu 
serta pembiayaan yang wajar dan terbuka maka proses penyelenggaran 
pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang yang diterapkan di BP2TPM 
masyarakat merasa tidak ada lagi kebingungan dan kerumitan dengan mengikuti 





VI. 2  Saran 
 Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, beberapa saran yang 
direkomendasikan untuk penyempurnaan pelayanan perizinan yang di 
selenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang, yaitu: 
1. Dalam pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh BP2TPM 
di Kabupaten Pinrang, aparat pemberi layanan harusnya memberikan 
penjelasan yang mendetail mengenai persyaratan/prosedur yang 
diberikan kepada masyarakat adalah hal mutlak yang harus dipenuhi,. 
Sehingga perspekif masyarakat mengenai prosedur/persyaratan diberikan 
betul-betul menjadi kelengkapan berkas penerima layanan 
2. Koordinasi yang lebih baik antar internal aparat pemberi layanan untuk 
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Begitu pula dengan 
instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh 
terhadap percepatan layanan perizinan sehingga tidak perlu lagi 
mengurus perizinannya melalui orang lain, maupun melalui calo yang 
selama ini menjadi masalah dalam penyelengaraan pelayanan. 
3. Perlunya penambahan aparat pelaksana di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, agar pembagian 
kerja dapat berjalan lebih optimal. Tentunya sesuai dengan sistem 
perekrutan yang telah di atur dalam Undang-undang yang berlaku.  
4.  Sarana dan prasarana yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang perlu untuk di lengkapi, agar 
lebih mendukung kinerja para aparat pelaksana pelayanan dan 
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Aparat Pelayanan Perizinan : 
1. Bagaimana Acuan pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan di BP2TPM? 
2. Bagaimana kejelasan informasi pelayanan yang diberikan? 
3. Bagaimana alur pemberi layanan perizinan di BP2TPM? 
4. Bagaimana prosedur dan persyaratan dalam pengurusan pelayanan 
perizinan di BP2TPM?  
5. Berapa lama waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan proses pelayanan 
perizinan?  
6. Berapa biaya yang di keluarkan untuk pengurusan layanan perizinan?  
 
Pengguna Jasa : 
1. Bagaimana kejelasan informasi pelayanan yang diberikan? 
2. Bagaimana prosedur dan persyaratan pelayanan perizinan di BP2TPM? 
3. Berapa lama waktu yang anda perlukan untuk menyelesaikan prosedur tersebut?  
4. Berapa biaya yang anda keluarkan selama melakukan proses pengurusan 
perizinan?  
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